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KEPUTUSAN DIREKSI I'I' RESKA MULTI USAHA
NOMOR : SK.RK/KH.104/XIL/4/RMU-2023
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
DIREKTUR UTAMA,

Menimbang : o bahwa dalam rangka optimalisasi  nilsi-nilai  Perosahsan dengan
menjunjung lnggi etika yang dilandas! dengan nilai moral umiuk meneapai
visi, misi, dun tujuan Perusahasn;

b. bahwa uniuk meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan
yang baik dipandang perlu adanya penyesuaian pedoman guna memenuhi
dinamika bisnis dan hokum sesusi kebutuban Perusahaan:

. bahwa berdasarkan perimbangan sebhagaimana datam harul o dan hural b,
dipandang perlu menetapkan Pedoman Tatn Kélola Perusahann dalam
sunly Keputusan Dircksi.

Mengingat ¢ |. Undang-Undang MNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatos
{L.emboran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahn
Lembaran Megara Republik Indopesia Nomor 4756) sebagaimann telah
diubah dengan Undang-1Tndang Nomor 6 Tahon 2023 tentang penciapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undung-Undang Momor 2 Tahun 2022
tentang Cipm Kerja Menjadi Undang-Udang (Lembar Negam Republik
Indanesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembarmun Negara Republik
Indonesia 6856);

2. Sueat Edaran Menteri Radan  Usaha Milik Negara Nomor SE-
TIMBUAT/2020 tentang Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya
Manusia Badan Usaha Millk Negara;

3. Peraturan  Menteri Badan  Usaha Milik Negara Nomor PER-
TIMBUAN9/Z022 Tahun 2022 tentang Perubohan Atas Peraturan Meilerd
Badan Usoha Milik Negarm Nomor PER-1I/MBU/GT2021 Tentang
Persyaralon, Tata Cara Pengangkatan, Dian Pemberhentian Anggota Direksi
Radan Usaha Milik Negarg

4. Permmmrnn Menteri Badan Usaba Milik Negara MNWomor PER-
2MBUMN3/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Keglatan
Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

5. Angearan Dusar PT Reska Multi Usaba vang pendimannya dicatat dalam
Akta Nomor |8 tanggal 02 Juli 2003, dibuat dihadapan Darwin Ginting,
S.H., MLHL, Notaris di Kabupaten Bandung, yang laporannya telah dicatal
dalum database Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia No, C-2101 THT.01.01 TI.2003 tanggal 04 Septernber 2003, din
Perubahan Anggaran Dasar terakhir vang dinvatakan dalam Akta Momaor
25 manggal 31 Agustus 2023 yang laporannya telsh dicatat dalam darabase
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Sistern - Administrnsi Kementerian Mukum dan Hok Asasi Manusin
sebagaimana Keputusan Menteri Hulkum dan Hak Asusi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0033016.AH.01,02, TAHUN 2023 um]_;g_nl 1]
September 2023 dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir dalam
Akta Nomor 21 tangeal 22 November 2023 yung Tspommnya telah dicaiu
dalam defabore Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik  Indonesia  sebagaimann  Suml  Penerimann
Pemberitahuan Perubahan Datn Pérseroan PT RESEA MULTI USAHA
No. AHU-AH.01,09-01 §8392 wnggal 23 November 2023, yang kedua akta
dibut dihadapan Julius Purnawan S.H.. M_Si., Nataris di Jakarta Selatan:

6. Peraiuran Perusahasn PT Resha Multi Usaha:

T, Keputusan  Dewan  Komisaris PT Reska Multi Usaha Nomor
INDEKOM/VIRMU-Z023 tangpal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan
Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Direktur Utama PT Reska Multi Usaha:

4, Keputusan  Direksi PT Reska  Mult Usaha  MNomor
KREP.L/EM.OI/T/X/RMU-2020 tanpgal 20 Oktober 2020 tentang Standard
Operating Procedure  (SOP) Management  Represemtative  Sistem
Manajernen Mutu dan Lingkungan (SMML) di Lingkungan PT Reska
Multi Usaha,

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT RESKA MULTI USAHA TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN,

Menetapkin Pedoman Tats Kelola Perosahman PT Reska Mulii Usaha
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepitusan Direksiini,

PERTAMA

KEDUA

Pedoman sebapaimana Diktum PERTAMA di atas merupakan pedoman vang
waijib ditsati dan dilaksanakan oleh seluruh pekedja di lingkungan PT Reskn
Multi Usaha.

Vice Presideni Quality Systemn; Risk Mupagemen and  Information
Technology, Melalui Manoger Qualily. System  bertangoung jawab nfas
pengawasan dan pelaksanaan Keputusan Direhsi ini.

Dengan berakunya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi PT Reska
Multi Usaha Nomor KEP.URM.03/81RMU-2016 tangzal 25 Januari 2016

tentung Pedoman Tata Kelola Perusehaan (Code of Corporate Geeenanee)
di Lingkungan PT Reskn Multi Usahe seeara tegas dicabut dan dinyatakan

tidnk berfaku.
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KELIMA i Keputusan Direksi ini berlaku sejuk mnggal ditetaphkan, dengan ketentvan
bahwa apabila terduput kekeliruan atau kekurangan dalam Keputusan Direksi
ini, maka akan dilakukan perubahan schapaimann mestings dan dalam
pelaksanaannys agur tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Diteiapkan di ; Jakarta
Pada Tangeal : |2 Deseber 2023
a.n. DIREKSI PT RESKA MULTI USAHA
PYMT. DIREKTIR TTAMA,
} J
bj THAMMAD WIDGODOD
NIPP. 46959 *
i gan Divelesi ini disampai the

Bewan Komisaris PT Reska Multi Ulsstha;
Dircksl PT Beska Multi Usaba;

P Viea President PT Reska Mulii Usalie:
Mara Pranch Manager PT Resha Mulsd Usahi,
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LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN : | PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

NOMOR DKUMEN : | D-RUI-RUIQ-002

NAMA UNIT/BAGIAN : | QUALITY SYSTEM, RISK MANAGEMENT AND INFORMATION

TECHNOLOGY
DISIAPKAN OLEH DISETUIUI OLEH DISAHKAN OLEH
TONNY H R GUNAWAN - MUHAMMAD WIDODO ¢
- NIPP.40402 NIPP.48624 /  NIPP.46959
Manager Quality System | Vice President Quality System, %{] PYMT, Direktur Utama
Risk Management and
Information Technology
Ditarang Menyalin/Menyebarliuaskan Tanpa lzin FT Reska Multi Usaha |
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A. TUJUAN

Pedoman ini disusun untuk menjadi acauan umum dalam pengelolaan perusahaan sehingga

tercapainya tuluan perusahaaan dengan menjunjung tinggl etika, kepatuhan dan

keberlanjutan bisnis, yang dicapai melalui:

a. Optimalisasi nilai Perusahaan agar memiliki daya salng yang kuat, sehingga mampu
mempertahankan keberadaan dan hidup berkelanjutan untuk mencapai visi, misi dan
tujuan Perusahaan;

b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektf serta
mambardayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Parusahazn; dan

c. Mendarong agar Organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilal moral yang tinggl dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan serta kesadaran akan adanya tangzung jawab sosial Perusshaan terhadap
Pemanghku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;

Dengan menerapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan, diharapkan Perusahaan dapat

berkontribusi dalam hal:

#.  Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan

b, Peningkatkan iklim yanp kandusif hagi perkembangan investasi nasional,

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Padoman Tata Kelola Perusahaan inl berisi ketentuan-ketentuan umum

tentang:

1. Prinsip Good Corparate Governance (GCG);

2, Peran, Tugas dan Tanggung fawab Organ Perusahaan;

3. Taota Kelola Perusahaan;

4. Tata Kelola Rislko Perusahaan;

5. Tata Kelola Penilajan Tingkat Kesehatan Perusahazan:

6, Tata Kelola Perencanaan Strategis Perusahaan;

7. Tata Kelola Keglatan Korporasi Signifikan Perusahaan

8. Tata Kelola teknologi dan Informasi;

9. Teta Kelola Perilaku (Code of Conduct);

10. Tatz Kelola pengendalian gratifikasi dan Anti Penyuapan

C. PENGERTIAN

1. Perusahaan adalah PT Reska Mult Usaha.

DEDNDMAN TATA KFLOLA PEALISAHAAN (P-RLI-RLIG-002)
Dilarang Menyalin/Menyebarluaskan Tanpa |zin PT Reska Multi Usaha
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Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang
memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi danfatau Dewan Komisaris
dalam bates yang ditentukan Undang-Undan Perseroan Terbatas dan/atzu Anggeran
Dasar Persaroan,

Dewar Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris vang tidak memiliki hubungan
keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham), pengendali atau hubungan
lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak bebas dan professional
(secara Independen).

Direksi adalah Organ Perusahaan yang ditunjuk atau diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan bertanggung jawab atas kepengurusan
Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan balk di
dalam maupun di luar Pengadilan sesual dengan ketentuan Anggaran Dasar

Organ Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisarls, dan Direksi.

Tata Kelola Perusahaan adalah suatu tata cara pengelolagn perusahaan yang menerapkan
prisnsip-prinsip  keterbukaan  (transparency),  akuntabilitas  (gccountabifity);
pertanggungjawaban (responsibiiity), independensi (independency), dan kewajaran
(fairness).

Akuntzn Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa
sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Akuntan Publik.

Audit Ekstern adalah kegiatan pemberian keyakinan (assurance) yang dilakukan oleh
Akuntan Publik yang ditupjuk oleh RUPS untuk memberikan keyakinan bahwa
representasi angka-angka vang dipersiapkan oleh manajemen perusahaan dan disajikan
dalam laporan keuangan sudah secara material merepresentasikan kondisi sesungguhnya
dan sudah disajikan dan dihitung sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultansi
(consuiting) yang bersifal independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan
nilal tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, mefalul pendekatan yang
sistemalis dan teratur, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan pruaeﬁ-tata kelola perusahaan.

. Auditor Eksternal adalah Akuntan Publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk memeriksa

laporan keuangan Perusahaan,

. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan

dengan kepentingan ekonomis anggota Direksl, anggota Dewan Kom|saris atau pemegang
saham yang dapat merugikan Perusahaan.
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13

14,

15.

16.

17.

19.
20,

2L,

22,

23,

24,

25

26,

27.

Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja dalam
organisasi Perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Intern dan diketuai oleh kepala SFI.

Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (whistle blowing system) yang
selanjutnya disebut WES adalah tata kelola penanganan pengaduan terhadap dugaan
pelanggaran pada Perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan aleh
Direksi Perusahaan secam berkesinambungan,

Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat Tl adalah suatu teknik untuk
mengumpulkar, menylapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis,
dan/atau menyebarkan informasi dan mencakup teknologl operasional,

Tata Kelola Teknologi Informasi vang selanjutnya disebut Tata Kelala Tl adalah sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan Teknologi Informasi di masa kini dan masa depan.

. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologl terstruktur yang

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko
yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan, mencakup Sistem Pengendalian
Intern, dan Tatz Kelola Terintegrasi.

Perusahaan Induk adalah PT Kereta Api Indonesia (Persera).

Pedoman Manajemen Risiko adalah ketentuan yang memuat Manalemen Risiko; dan
Pengendalian Intern.

Risiko adalah suatu keadaan, peristiwa atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang
berdampak pada tujuan strategis peruszhaan.

Ristko Agregasi adalah Risiko Perusahaan yang terkonversi dalam Taksonomi Risiko
Kementerian BUMN yang merupakan cerminan Risiko Portofolio Perusabaan.

Taksoriomi Risiko adalah sualu struklur yang menjelaskan klasifikasi dan subkiasifikasi
Risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari Perusahaan.,

Penilaian Tingkat Kesehatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai tingkat
kesehatan Perusahaan sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemeringkatan adalah proses Penilaian Tinghat Kesehatan perusashasn dengan menguiur
antara lain kemampuan suatu Pihak untuk memenuhl kewajiban pembayaran secara
penuh dan tepat waktu, going concern, dan tata kelola dan risiko yang dinyatakan dengan
suatu kategori peringkat yang diterima umurn.

Peringkat (rating) adalah opini yang diberikan aleh Perusahaan Pemeringkat berdasarkan
hasll Pemaringkatan.

Peringkat Korporasl (corporate rating) adalah opini yang diberikan oleh Perusahaan
Pemeringkat berdasarkan hasil Pemeringkatan terhadap suatu perusahaan,
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28. Perusahaan Pemeringkat adalah perusahaan penasihat investasi yang melakukan

29,

31

3

33.

35,

34,

37.

38,

39.

40.

kegiatan Pemeringkatan dan memberikan peringkat.

Peringkat Berdirl Sendiri (stand alone rating) adalah peringkat perusahaan secara
konsolidasi yang tidak memperhitunghkan faktor hubungan/dukungan dengan/dari induk
perusahiaan dan/atau pemerintah.

. Peringkat Akhir {final rating) adalah peringkat perusahaan secara konsolidasi yang telah

memperhitungkan faktor hubungan/dukungan dengan/dari induk perusahaan dan/atau
pemerintah.

Peta lalan Perusahaan adalah dokumen perencanaan 10 (sepuluh) tahunan yang berisi
inisiatif strategis yang akan ditempuh oleh Kementerlan BUMN dalam mengelola
Portofolio Perusahaan secara korporasi.

Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RIP adalah rencana strategls yang
memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun,

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkal RKAP adalah
penjabaran tahunan darl RIP.

- Kantrak Manajemen Tahunan adalah kontrak yang berisi target-target pencapaian KPI

Direksi untuk memeriuhi segala target yang ditetapkan oleh RUPS dalam 1 (satu) tahun.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat KP1
adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek kinerja Perusahaan yang paling
dominan menjadi penentu keberhasilan Perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan
datang.

Rencana Strategis Teknolog! Informasl yang selanjutnya disebut Rencana Strategis TI
adalah rencana induk yang menjadi pedoman penyelenggaraan teknologi infarmasi
perusahaan.

Penyertaan Madal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah perriisahan kekayaan
negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara vang dijadikan modal Perusahaan
dan/atau Perusahaan Terbatas dan dikelola secara korporasi.

Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan, baik sebagian maupun seluruhnya
kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerfa dan nilai perusahaan,
memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pernilikan salam
oleh masyarakat.

Investor adalah mitra strategis dan/atau investor finansial, baik sendiri maupun
konsorsium yang berasal darl dalam dan/atau |uar negeriyang Ikut serta dalam Privatisasi
Perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Komite Privatisasi adalah wadah koordinasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk

membahas dan memutuskan kebijskan Privatisasi sehubungan dengan kebijakan lintas
sektaral,

T PERLIS B r
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41. Tim Privatisasi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri atau Direksi untuk membantu

42,

43,

A4

45

47,

49

51,

52,

53.

54.

55 °

Menteri dalam pelaksanaan Privatisasl suatu Perusahaan.

Hasil Privatisasi adalah keseluruhan hasil privatisasi setelah dikurangi dengan biaya
pelaksanaan privatisasi, ditambah penghasilan lain antara lain berupa bunga dan/atau
denda, jika ada, yang diperoleh dari rekening penampungan.

Kerja Sama adalah perikatan hukum antara Perusahaan dengan Milra untuk mencapai
tujuan bersama.

Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang diber
kewenangan khusus (suigeneris) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Perusahaan yang terdiri dari Perusahaan,
Anak Perusahaan Perusahaan, Perusahaan Terafiliasi Perusahaan, LPI, dan/atau pihak
lain, selain dari Penyedia Barang dan lasa,

. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) yang selanjutnya disebut
SOFP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan.

Pengadaan Barang dan lasa yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan Perusahaan
yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
dengan menggunakan anggaran Perusahaan untuk mendapatkan Barang dan Jasa,

- Pengguna Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perusahaan pemilik
pekerjaan.

. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha
termasuk Perusahaan, badan usaha milik daerah dan badan usaha millk swasta, badan
hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/badan layanan
umum yang kegiatan usahanya menyediakan Barang dan Jasa.

. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan vang dibutuhkan oleh

Pengguna Barang dan Jasa.

Aktiva Tetap adalah aktiva atau aset berwujud yang digunakan dalam operasi Perusahaan
tidak dimaksudkan untuk dijusl dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki
masa manfaat lebih dari satu tahun,

Penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapuskan Aktiva Tetap Perusahaan dari
pembukuan Perusahaan.

Pemindahtanganan adalah setiap tindakan mengallhkan Aktiva Tetap Perusahaan yang
mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas Aktiva Tetap dimaksud kepada pihak lain.

Penjualan adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima pembayaran
dalam bentuk uang:

fukar Menukar adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima
penggantian utama/pokok dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
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56. Gantl Rugi adalah setiap tindakan Pemindahtanganan dengan menerima penggantian
dalam bentuk uang dan/atau barang.

57. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang
diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan,

58, BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara.

58. Budaya Perusahaan adalah sistem nilai-nilai dan perilaku-perilaku utama yang divakini
semua anggota organisasi/perusahaan dan dipelajari, diterapkan serta dikembangkan
secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan
berperilaku untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan.

60. Pemangku Kepentingan {Stakeholders) adalah pihak-plhak yang berkepentingan dengan
Perusahaan karena mempunyal hubungan hukum dengan Perusahaan,

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 106, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang penstapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Udang (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomer 41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tzshun
2022 tentang Perubahan Atas Persturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tenting
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomoer 133, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomaor 6800);

4, Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Momor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBL/03/2023 Tahun 20723
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik
Megars;

6. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha Milik Negars;

7. Surat Edaran Menterl Badan Usaha Millk Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang
Nilai-nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

-
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10.

11.

12.
13,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Ketja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal
2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1599
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Namor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengeanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Keria menjadi Undang-
Undang

Anggaran Dasar PT Reska Multi Usaha yang pendiriannya dicatat dalam Akta Nomor 18
tanggal 02 Juli 2003, dibuat dihadapan Darwin Ginting, 5.H., M.H., Notaris di Kabupaten
Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam databose Sistem Administrasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Mo. C-21011HT.01.01 TH.2003 tanggal 04 Sentember
2003, dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dinyatakan dalam Akta Nomor 25
tanggal 31 Agustus 2023 vang laporannya telah dicatat dalam dotabose Sistem
Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0052016.AH.01.02TAHUN 2023 tanggal 05 September 2023 dan Perubahan Sucunan
Kepengurusan terakhir datam Akta Nomor 21 tanggal 22 November 2023 yang laporannya
telah dicatat dalam database Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Pata Perseroan PT RESKA MULTI USAHA No. AHU-AH.01.09-0188392 tanggzl 23
Movember 2023, vang kedua akia dibuat dihadapan Julius Purnawan S.H., M.SI, Notaric
di Jakarta Selatan;

Peraturan Perusahzan PT Reska Multi Usaha;

Keputusan Dewan Komisaris PT Reska Multi Usaha Nomor 38/DEKOM/VI/RMU-2023
tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Diraktur
Utama PT Reska Multi Usaha,

E. VIS, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

1

2

Visi Perusahaan
menjadi penyedia jasa terbaik untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaa plan.

Misi Perusahaan
menjadi perusahaan yang fokus dalam member| layanan yang konsisten, berkualitas
tinggi dan secar aktif mendukung PT Kereta Api Indonesia,

Budaya Perusahasn

Guna mengimplementasikan dan menginternalisasi budaya Perusahaan FT Kereta Apl
(Persero) selaku Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan mengupayakan keselarasan
pada nilai-nilal Utama (Core Value), serta menjawab pada perubahaan peEraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, perusahaan menggali dan
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mengembangkan serta merumuskan budays perusahaan yang tersusun atas nilai-nilai
utama yang disebut "AKHLAK" yang terdiri dari:

4. Amanah, MEeMEegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Panduan perilaku dari nilai amanah terdiri atas:
1) Memenuhi janji dan komitmen;
2} Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan vang dilakukan;
31_ Berpegang teguh kepada nilai moral dan elika.

b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Panduan perilaku dari nilai komoeten terdiri atas:
1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah:
2) Membantu orang lain belajar; dan
3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbalk.

¢. Harmonis, saling pedull dan menghargai perbedaan.
Panduan perilaku nilai harmonis adalah
1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2)| Suka menolong arang lain; dan
3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal, Berdidakasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Panduan
perilaku loyal terdiri atas:
1} Menjaga nama baik sesama pekerja, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang
saham dan negara;
2) Rela berkorban untuk pencapaian tujuan yang lebih besar; dan
3] Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan agama, hukum
dan etika.

e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakian ataupun menghadapi
perubahan.
Panduan perilaku dan nilai terdiri atas:
1) Cepat menyesuaikan dirl untuk menjadi lebih baik;
2} Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi: dan
3) Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis.
Panduan perilaku dari nilai kolaboratif terdiri atas:
1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2) Terbuka dalam bekerjasarma untuk menghasilkan nilai tamhah; dan
3) Menggerakan pemanfaatan berbagal sumber daya untuk tujuan bersama.
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Dalam menerapkan nilai-nilai budaya Perusahaan serta mengikuti perkembangan
bisnis saat ini dan demi tercapainya visi dan misl perusahaan ditetapkan spirit baru
sebagai internalisasi budaya AKHLAK.

Seluruh pekerja perusahaan diharuskan memiliki, memahami, mengimplementasikan
dan menginternalisasikan nilai-nilai Budaya Perusahaan secara sungguh-sungguh dan
konsisten, sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja
perusahaan yang selaras dengan Nilai-Nilal Utama (Care Values) yang sesuai dengan
Euﬁ'aya Perusahaan dalam bentuk Spirit KA| Services yang terdiri dari:

Barsih

senantiasa menciptakan lingkungan kerja dan pelayanan yang diberikan dalam

kondisi bersih, rapi, higienis, sehat, indah dan fresh,

Ramah

senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan, ramah dan bersababat.

Peduli

senantiasa menunjukkan kepedulian terhadap pelanggan, perusahaan dan
lingkungan kerja dengan bersikap serta berperilaku proaktif dan cepat tanggap
memberikan kualilas pelayanan terbaik.
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PRINSIP TATA KELOLA

A. PENDAHULUAN

Prinsip tata kelola adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan dasar dalam mengelola
Perusshaon, Princin tots kelola Inl bertujuan untuk memastikan bahwa organizast dikelnla
secara baik demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip tata kelola yang
baik dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

a. Pemegang saham/stakeholder: Prinsip tata kelola yang baik dapat melindungi hak dan
kepentingan pemegang saham/stakeholder.

b. Karyawan: Prinsip tata kelola yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman,
nyaman, dan adil bagi karyawan.

c. Pelanggan: Prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercaysan pelanggan
terhadap organisasi.

d. Masyarakat: Prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Frinsip tata kelola terdii atas  lima  aspek, Lransparansi,
pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam huruf

B hingga huruf Fberikutini,

yaitu zkuntabilitas,

. TRANSPARANSI (TRANSPARENCY)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenal perisahaan, penerapan prinsip ini
diantaranya:

a.  Perusahaan harus menyediakan Informasl secara tepat waktu, memadal, jelas, akurat,
dan dapat diperbandingkan serta mudah dizkses oleh Pemangky Kepentingan sesuai
dengan haknya;

b, Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada visi, misi, -sasaran
usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus,
Pemegang Saham pengendali, kepemilikansaham oleh anggota Direksidan anggota
Dewan Komisaris beserta anggota keluargsnys dalam Perusahaan dan Perusahean
lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengendalianintemal, system pengawasan
internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tangkat kepatubannya, dan kejadian penting
yang dapat mempengarubi kondisi Perusahaan;

€ prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengzurangl kewaiibanuntuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang.
undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi;

d. kebijakan Perusahaan harus tertulis dan secara proparsional dikemunikasikankepada
Pemangku Kepentingan;dan

OMAN TAT P AAN [D-RULRLIG-G02 =
Dilarang Menyalin/Menyebariuaskan Tanpa [zin PT Reska Multi Usaha w




Unit:
FEDDMAN Ouality Assurance
w gﬂ. Dokumen: ; N;:mﬁ' FiEewisi
s TATA KELOLA PERUSAHAAN Sibaon |9
o - Eiigll Terhit: Halammn;
12 Desombser 2023 11036

Insan KAl Services harus memberikan informasiyang benar dan akurat sesuai bidang tugasnya
kepada pihak yang berkepentingan sesual hak dan ketentuan.

C. AKUNTABILITAS (ACCOUNTABLITY)

Kejelasan fungs pelakssnaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga
pengelolaan  perusahaan terlaksana secars efektif.  Perusahaan hams dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Perusahaan harus dikelola
sacara bepar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dengan tetsp
memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.Penerapan
prinsip diantaranya:

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Organ
secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan (corporate values), dan
strategi Perusahaan:

b. Perusahaan harus meyakinibahwa Insan KAlmempunyai kemampuan sesuai dengan
tugas, tanggungiawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG;

¢. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian intimal yang efektifdalam
pangalolaanPeruszhaan;

d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerfa untuk semua jajaran Perusahaan yang
konsisten dengan sasaran usaha Perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan
sanksi (reward and punishment system);

e. Insan KAl Services harus menfalankan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya vang
ditetapkan Perusahaan; dan

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Insan KAl Services harus berpegang pada
etika bisnis dan pedoman perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati.

D. PERTANGGUNGIAWABAN (RESPONSIBILITY)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip ini diantaranya:

a. Organ Perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peratiran
Perusahaan (by-lows);

b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan amtara lain peduli
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungamterutama di sekitar Perusahaan dengan
membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai; dan

C. Insan KAl Services harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesual prosedur yang
ditetapkan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

¥
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E. KEMANDIRIAN (INDEPENDENCY)

keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan
pengarun/telanan dari pihak manapun yang tidak sesusi dengen ketentuan peraturan
perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Penerapan prinsip inl diantaranya:

Masing-masing Organ Perusahaan harus menghindari teljadinya dominasi oleh pihak
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentuy, bebas dati benturan kepentingan
iconflict of Interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga
pengarnbilankeputusan dapat dilakukan secara obyektif;

masing-masing Organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesual
dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, tidak saling mendominasi
danj'atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain; dan

Insan KAl Services harus memastikan tidak adanya benturan kepentingan dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.

F. KEWAIARAN (FAIRNESS)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (Stakeholders) yang
timbul berdasarkan perfanjian dan ketentuan peraturan perundang undangan. Penerapan
prinsip ini diantaranya:

d.

Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada Pemangku Kepentingan untuk
memberikanmasukan dan menyampaikan pendapat bagl kepentingan Perusahaan serta
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup
kedudukan masingmasing;

Perusahaan harus memberikanperlakuan yang setara dan wajar kepada Pemanghu
Kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan;

Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sarna dalam penerimaan Pekerja,
berkarlr, dan melzksanakan tugasnya secara professional tanpa  membedakan sukuy,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik; dan

Insan KAl Services dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bertindak adil dan setara
terhadap pelanggan dan Stakeholders lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,
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BAB 11
ORGAN PERUSAHAAN

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS waib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran
dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

RUPS berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.

Femegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan
dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya:

1) Panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam
agenda RUPS termasuk usul vang direncanakan aleh Direksl untuk disjukan dalam RUPS
dengan ketentuan apabila Informasi tersebul belum tersedia saat dilakukan panggilan
untuk RUPS maka informasi dan/ atau usul-usul itu harus disediakan Perusahaan;

2) metode perhitungan dan penentuan serta rincian gaji/honorarium fasilitas dan/ atau
tunjangan lain bagl setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksl yang sedang menjabat,
khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;

3) Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggoran Perusahiaan dan hal-hal lzin yang
direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perusahaan, khusus RUPS Rencana Jangks Panjang
Perusahaan (RIPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

4)  Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan

5) Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai agenda RUPS.

RUPS dalam mala acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang
saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara RUPS.
Keputusan atas mata acara yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus
disetujui dengan suara bulat.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedlkit memuat
wakty, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RLPS.
Risalah RUPS tersebut wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu)
peregang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesarta RUPS.

Tanda tangan yang dimaksud tidak disyaratkan dalam hal risalah RUPS tersebut dibuat dengan
akia notaris, Setiap pemegang saham berhak untuk memperaleh salinan risalah RUPS.

Hak pemegang saham/pemilik modal meliputi:
a. Menghadirl dan memberikan suara dalam suatu RUPS;

b. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagl pemegang
saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding
dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;

¢. Hak semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham untuk
diperlakulan setara yang didukung aturan dan prosedur Perusahan, atau hak untuk
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Hak semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham untuk
diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur Perusahan, atau hak untuk
menarima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan strukiur
modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh
pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepermilikan sahamnya;

Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi
pemegang saham atau investor;

Perusahaan entitas Induk memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
berlaku bagl entitas anak dan entitas pengendali;

Perusaah memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penggabungan, pengambilalihan,
peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan transaksi luar biasa yang substansial
untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar serta
melindungi hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya: dan

Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak sebagaimana dimaksud pada huruf | diatas dimiliki pemegang saham yarg namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham.

Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf | angka 1) dan 2), beraku
sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseraan terbatas,

Pemegang saham melalui RUPS memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan Tats
Kelola Perusahaan yang Baik.

Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua

pemegang saham dengan hak suara menyetujul secara tertulis dengan menandatangani
keputusan yang dimaksud.

Keputusan pemegang saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan
keputusan RUPS secara fisik.

Perusahaan memillki dan mengungkapkan sturan dan prosedur yang memfasilitas!
pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.

RUPS berwenang:

a.

b.

Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sesual ketentuan:

Memberikan keputusan yang diperfukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan
dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan/atau anggaran dasar;

Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta
lugas pengawasan Dewan Komisaris sesual peraturan perundang-undangan dan/atau
anggaran dasar; dan

Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat
dipertanggungjawabkan.
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E. DEWAN KDMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/fatau anggaran dasar Dewan Komisaris bertanggung jawab dan
berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perusahan maupun memberikan nasihat kepada Direksi,
Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut, dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan
sesual dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan
pihak atau golongan tertentu. Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Dewan
Komisaris dapat membentuk komite sebagai organ pendukung Dewan Komisaris. Dewan
Komisaris wajib memastikan komite/organ pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara
efektif,

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang Ikt serta dalam
pengambilan keputusan kegiatan aperasional Perusahaan kecuall ditetapkan dalam anggaran
dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan
kegiatan operasional Perusahaan merupakan bagian dari tugas pengawasan aleh Dewan
Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung Jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan
Perusahaan.

Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris. Dewan
Komisaris memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesual dengan ketentuan anggaran

dasar.
: R Dewan Komisarls bertugas’;

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya balk mengenai Perseroan maupun usaha Perseéroan vang
dilakulan nleh Direksi: serta

b. memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap
pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan,

2. Dewan Komisaris berwenang:?

a. melihat buku-bukuy, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa
kas untuk kepentingan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa
kekayaan Perseroan;

b. maemasuk| pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenal segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

d.  mengetahul segala kebijakan dan tindakan yang telzh dan akan dijalankan oleh
Direksi;

' Anggaran Dasar Ak Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1
*Anggarn Dasar Akta Nomor 75 Tabon 2014 Pasal 15 uvae(2) hwufa
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meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisarls, jika dianggap
periu;

memberhentikan sementara anggota Direksl sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar;

membentuk komite-komite [ain selain Komite Audit, [ika diznggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan;

menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam ja ngka waktu tertentu
atas beban Perseroan, jika dianggap periu;

melakukan tindakan pengurusan Perserpan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan—pandangan terhadap
hakhal yang dibicarakan; dan

melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau
keputusan RUPS.

3. Dewan Komisaris memiliki kewajiban:*

ab

b.

memberikan nasihat kepada Direksl dalam melaksanakan pengurusan
Perseroan;

meneliti, menelaah dan menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesual dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal Rencana langka
Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai
alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran

kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bag kepentingan
Perseroan;

melaporkan dengan segera kepada RUPS dalam hal terjadi gejala penurunan
kinerja Perusahaan;

meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan
Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan
Tahunan, apabila diminta;

menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP:

1 Angearan Dasar Akta Nomor 75 Tabun 2014 Pasal 15 ayat (2) hurulh
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. membentuk Komite Audit;

¥ mengusulkan akuntan publik kepada RUPS;

k. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannys;

5.

keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lainnya;

melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemllikan sahamnya dan/atau

m.  memberikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun

buku yang haru lampau kepada RUPS; dan

n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan
pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

selain menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angks 3, Dewan Komisaris
melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governonce) sebagai

berilkut:

a. melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan, yaitu:

1}  Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan

Perusahaan; dan

2) Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka

meningkatkan kompetensi sesual kebutuhan,

b. melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta
menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris, yaitu:

1) memiliki kebijakan dan melaksarakan pembaglan tugas di antara anggota

Dewan Kemisarls;

2} menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris sebagal

barikut:

a) pengambilan keputusan melalul rapat Dewan Komisaris:

b} pengambilan keputusan di luar rapat, melalui sirkuler dan lain-lain;

c) memastikan pengambilan keputusan sesual dengan standar waktu
sefak usulan tindakan Direksi disampaikan, dengan tingkat kesegeraan
antara 7 hari (balk) dan sampal dengan 14 harl (cukup); dan

d) mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi,
maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani:

3) menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang

ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS; dan

4)  mendapatkan akses informasi Perusahaan sesual kewenangannya.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris
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a.  Dewan Komisaris bertanggung jawab menjaiankan tugas pengawasan dan
pemberian nasihal kepada Direksi untul kepentingan Perseroan sesual dengan
maksud dan tujuan Perseroan,*

b. setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas
kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atzu lalai dalam
menjalankan tugasnya.’

c.  dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota atau lebih maka
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secara tanggung
renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. ®

d.  Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dapat membuktikan; *

a] telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk
kepentingan Perusahaan dan sesual dengan maksud dan tujuan
Perusahaan;

b}  tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi balk langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan

£} telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

6. Penilaian Dewan Komisaris®

a. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk
menentukan efektivitas dewan, komite, dan setiap individu komisaris.

b. Evaluasi tahunan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tolok ukur
atau kriteria penilatan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan,

¢. Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan
Komisaris kepada RUPS.

Rincian tugas dan tanggung jawab, komposisi, rapat Dewan Rﬂmisaris, manajemen informasi
untuk Dewan Komisaris, dan organ pendukung Dewan Komisarie dijelaskan secara khusus
dalam ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai Organ Perusahaan (Beard Manual),

C. DIREKSI
Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.

Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 Anpgaran Dosae Akia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 15 avae |

* Anggaran Duser Ak Nomor 75 Tahun 2004 Pasal 15 aya 4

* Anggarnn Daser Akia Nomer 75 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 5

T Anggaran Diesr Akta Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 6

! Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2/MBU/D3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kepiatan Korporasl Signifikon
Badan Usaha Milik Negarm Pasal 17
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Direks! memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagal berikut:

1. Togas

a.

ﬁi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakill Perseroan balk di dalam maupun di luar pengadilan
tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar,
dan/atau Keputusan RUPS?

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan
Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan
agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan
kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan (Stokeholder) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.®®

salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direks] sebagal penanggung fawab
dalam penerapan dan pemantazuan tata kelola Perusahzan vang baik di
Perusahaan.*

Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjzan-pekerjaan
utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan
Patungan dan/atau Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam 1
{satu) tahun buku termasuk rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan
Komisaris, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan
dan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, untuk dimuat dalam Laporan
Tahunan Perusahaan,

Direksi wajib melaparkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya
danfatau keluarganya (istri/fsuami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan
Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

tugas Direksi ditetapkan dalam surat keputusan tentang penunjukan Direksi
dan/atau berita acara RUPS/ pelantikan Direksl.

2. Wewenangh

menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.

" Anpearan Dasar Akta Nommor 02 Tabun 2020 Pasal 11 ayat (1)

" Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-2ZMBU/D3/2025 tenung Pedoman Tam Keloin din Kegistan Rogrmsi
Sipnifilan Badam Usaha Mifik Negarn Pasal 22 avat (1)

" Persturan Menterl BUMN ®! Nomor PER-ZMBIIO32023 tentang Pedoman Tata Keloly den Kegiatan  Karporas]
Sigifiken Badan Usaha Milik Negars Pasal 22 ayot (3) !

2 Angzaran Dasar Akta Momor 12 Tahun 2020 Pasal 11 ayan 2y horofa
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mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang
anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili
Petseroan didalam dan di luar pengadilan.

mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang
pegawal Perseroan balk sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang
lain, untuk mewakill Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

mengatur ketentuan-ketentuan tentang Kepegawaian Persercan termasuk
penetapan gaji, pensiun ataw jaminan harl tua dan penghasilan lain bagi pekerja
Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kaputusan RUPS,

mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan peraturan kepegawaian
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlalu,

Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.

melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun
pemilikan kekayaan Perseroan, menglkat Perseroan dengan pihak lain dan/atau
pihak lain dengan Perserpan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar
pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran
Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

3. Kewajiban

a.

Direksi memiliki kewajiban untuk: 2

1)  mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan
sesuai dengan maksud dan tujuan serta keglatan usahanya;

2} menylapkan pada waktunya RIPP, RKAP, dan perubahannya serta
menyampaikannya kepads Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk
mendapatkan pengesahan RUPS;

3)  memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RIPP dan RKAP:

4)  membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah
Rapal Direksi;

5] membuat [aporan tahunan sebagal wujud pertanggungjawaban pengurusan
Perseroan, serta dokumen keuangan Persercan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenal dokumen Perseroan;

6) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Kevangan dan
menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

7)  menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS
untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenal hak-hak Perseroan yang

" Anggaran Daser Akin Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 11 wyat (2) hurof'b
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15§
16}

17)

tidak tercatat dalam pembukuan antara lain  sebagai akibat
penghapusbukuan piutang;

memberikan penjelasan kepada RUPS mengenal Laporan Tahunan;
menyampaikan neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan laporan aba rugi (Laba
Rugi Komprehensif] yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang
membidangi hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

menyampalkan laporar perubahan susunan Permegang Saham, Direksl, dan
Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi
manusia;

memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah
rapat Dewan Komisaris, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen
kevangan Perseraan, dan dokumen Persercan lainnya;

menyimpan di tempat kedudukan Perseroan, Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, risalah rapst Dewan Komisaris dan Risalah
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta
daokumen Perseroan lainnya;

menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip  pengendallan intern, terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penylmpanan, dan pengawasan;

memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta laparan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan
Komisaris danfatau Pemegang Saham;

menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan
tugasnya;

memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang
diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; dan
menjalankan kewajiban kewajiban lainnya sesual dengan ketentuan
anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Oireksi
melaksanakan tata kelola Perusahaan yang Baik sebagai berikut:

1)

2]

Direksi berkomitmen menerapkan tata kelola Perusahaan secara

berkelanjutan yaitu:

a) menetapkan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik; dan

b) menetapkan pedoman perilaku.

Direksi melaksanakan pedoman tata kelola Perusahaan dan pedoman

perilaku, yaitu:

a) menetapkan Direktur Utama sebagali penanggung jawab dalam
penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik, dan

PECOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN [D-RULRLNGO-O02)

i |
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3)

4)

5)

6)

menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagal pengelola tata kelola
Perusahaan yang baik; dan
k) tugas penanggung jawab, sebagai berikut:

i menyusun rencana kerja yang diperlulan untuk memastikan
Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelols
Perusahaan yang Baik pada BUMN dan peraturan perundang-
undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip
GCG yang dikelola fungsi Sekretaris Perusahaan;

i, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tdak
menyimpang darl ketentuan vang berlaku, vang dikelola
Satuan Pengawasan Intern;

iil. memantau dan menjaga kepatuban Perusahaan terhadap
seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan
dengan pihak ketiga, yang dikelola divisi terkait dan GRC and
Legal Division;

iv. menciptakan situasi yang kondusif untuk melaksanakan
pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, di antarariya
menandatangani komitmen untulk mematuhi pedoman
perilaku dan memastikan seluruh pegawai menandatangani
secara berkala,

Direksi melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan
yang balk, vaitu:

al melakukar asesmen terhadap pelaksanaan tats kelok Perusahazn
yang baik dan ulasan secara berkala; dan
b) memasukkan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang balk dalam

indikator kinerja utama (key performance indicator) yang dituangkan
dalam kontrak manajemen;

Direksl memastikan adanya koordinasi pengelolaan dan administrasi LHKPN,

yaitu:

a) menetapkan kebijakan kepatuhan pelaporan LHKPN; dan

b) memastikan wajib lapor Perusahaan memahami dan melaksanakan
kebijakan tentang kepatuhan LHKPN.

Direksi memastikan adanya program pengendalian gratifikasi, yaitu;

a) menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi:

b) melaksanakan upaya meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan
pengendalian gratifikasi; dan

c) melaksanakan pengendalian gratifikasi;

Direksi memastikan adanya kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan

penylmpangan/pelanggaran pada Perusahaan, yaltu:

N TATA KEL LRUID: e
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a) menetapkan  kebijakan tentang pelaporan  atas  dugaan
penyimpangan (whistleblowing system);

b) melaksanakan kegiatan memberikan pemahaman atas kebijakan
tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan; dan

) melaksanakan kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan;

7)  Direksi melaksanakan  program  pelatihan/pembelajaran  secara
berkelanjutan; yaitu:

a) Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang
diselenggarakan aleh Perusahaan; dan

b} Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangks
meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan:

8] Direksi melakukan pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab
secara jelas.

a) Direksi menetapkan struktur organisasi yang sesual dengan
kebutuhan Perusahaan;

b} Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar
Operasional Prosedur [SOP) untuk proses bisnis inti (core business)
Perusahaan dan proses hisnis lainnya, sebagaf berikut:

i.  menetapkan pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP), termasuk pedoman, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis dan lain-lain;

il. memastikan seluruh proses bisnis terdapat Standar
Operasional Prosedur (SOP) sebagal panduan melaksanakan
kegiatan Perusahaan; dan

iii. meninjau dan menyempurnakan Standar Operasional
Prosedur (SOP} secara berkala, minimal ketika ada peraturan
perundang-undangan baru yang terkait;

c) Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan aotas
tindakan Perusahaan sesual ketentuan peraturan perundsng-
undangan dan tepat waktu, yaitu:

I pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;

il. pengambilan keputusan melalul di luar rapat (melalui sirkuler
dan lain lain};

lil. standar waktu pengambllan keputusan ditetapkan sejak
usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan Informasi
lainnya lengkap disampaikan dalam rapat Direksi atau secara
tertulis  untuk keputusan sirkuler, berdasarkan Hngkat
kesegeraan pengambilan keputusan Direksi, antara 7 (tujuh)
hari (balk) dan sampal dengan 14 (empat belas) hari (cukup);
dan

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN {D-RUI-BUIO-0021 “:
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. keputusan Direksi harus sudah dikomunikasikan kepada
tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan
keputusan tersebut, maksimal 7 {tujuh) hari sejak
disahkan/ditandatangani:

9)  Direksi menyusun perencanaan Perusahaan, yaltu:

a) Direksi memiliki Rencana Jangks Panjang Perusahaan yang diszhkan
oleh RUPS;

b) Direksi memilik! rencana kerja dan anggaran Perusshaan yang
disahkan oleh RUPS;

¢} Direksi menempatkar pegawai pada semua tingkatan jabatan sesual
dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk
seluruh jabatan dalam Perusahaan;

d) Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang
berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan,
penghematan/efisiensl Perusshaan, pendayagunaan aset, dan
manfaat lainnya, melalui mekanisme berikut:

i.  Direktorat pengusul melakukan kajian atas peluang bisnis;

ii. telaah peluang bisnis dari risike bisnis dan risiko hukum serta
risiko lain yang terkait;

il pengajuan usulan peluang bisnis yang sudah ditelaah disertai
alternatif kesimpulan dalam rapat Direksi;

iv. pembahasan dalam rapat Direksi; dan

V. penetapan respen atas usulan peluang bisnis,

e} Direksi merespon isu-isu terkini darl eksternal mengenal perubahan
lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan
relevan, melalui mekanisme berikut:

l.  Direktorat terkait melakukan kajian isu-isu yang berdampak
signifikan bagi Perusahaan dan permasalahannya beserto
kajian dampaknya;

il.  Direktorat terkait mengajukan usulan alternatif tindakan untuk
menindaklanjuti Isu-isu tersebut beserta fisikonya ke rapat
Direksi atau mekanisme pengambilan keputusan lainnya;

iil. pembahasan dalam rapat Direks! atau mekanisme lain; dan

iv.  penetapan respons atas isu-isu terkini dan perm asalahannya.

10) Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan, vaftu:

a) Direksi melaksanakan program/kegiatan sesual dengan rencana kerja
dan anggaran Perusahaan dan mengambil keputusan yang
diperlukan melalui anallsis yang memadal dan tepat waktu;

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D-RLI-RLIO-007) ‘i"‘
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b)

d)

€)

Bl

h)

i

k)

Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja

untuk unit dan jabatan struktural dalam organisasi yang diterapkan

secara objektif dan transparan;

Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan rencana kerja dan

anggaran Perusahaan dan diturunkan secara berjenjang di tingkat

unit, subunit, dan jabatan struktural di dalam organisasi;

Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja

untuk jabatan/unit-unit di bawsh Direksi dan tingkat Perusahaan;

Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada

Dewan Komisaris, di antaranya:

. laporan pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target
kolegial Direksi;
fi. laporan pencapaian kinerja masing-masing Direklorat

berdasarkan kontrak manajemen masing-masing Direksi:

lil.  laporan disampaikan ke Dewan Komisaris setiap bulan paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnya;

Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan

insentif kinerja untuk Direksi;

Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai

dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan

pelayanan;

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa vyang

menguntungkan bagl Perusahaan, baik harga maupun kualitas

barang dan jasa tersebut;

Direksi mengembangkan sumber daya manusia, menilal kinerja dan

memberikan Remunerasl yang layak, dan membangun lingkungan

sumber daya manusia yang efektif mendukung pencapalan

Perusahaan; dan

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan

dan/atau Perusahaan Patungan;

11} Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap
implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan, yaitu:

a) Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku umum di Indonesia;

k) Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan;

c} Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian Intern
untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan; dan

PEDOMARN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D-RUI-RUIQ-£02) “f, |
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d) Cireksi menindaklanjutl hasil pemeriksaan Satuan Pemgawasan
Intern dan Auditor Eksternal;

12} Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, yaitu:

a) Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga,
sebagail berikut:

. kemitmen dari pimpinan;

ii. menentukan penanggung jawah;:
iil.  identifikasi potensi pelanggaran;
iv. skema pengawasan yang efektif;
V. mekanisme pelaporan internal (WBS):
wi..  pemantauan dan zudit; dan
vii. penyesuaian peraturan Perusahaan secara berkala.

b) Direksi memastikan Perusahaan menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;

13} Direksi melakukan hubungan yang bernllal tambah bagi Perusahaan dan

Pemangku Kepentingan (Stakeholders), yaitu:

a) pelaksanaan hubungan dengan pelanggan, sebagai berikut:

i memenuhi hak-hak pelanggan, keamanan, keselamatan dan
kesehatan pelanggan sesuai peraturan perundang-undangan;

il,  menyediakan kontak pelanggan untuk menerima umpan balik
dan menindaklanjuti kelukan.

b) pelaksanaan hubungan dengan pemasok, sebagal berikut:

I menyeleksi pemasok secara adil berdasar persyaratan yarg
jelas dan terukur;

ii.  melakukan asesmen pemasok berdasar pencapaian QCDS
(quality, cost, delivery, service);

fil.  memenuhi hak-hak pemasok, termasuk pembayaran kepada
pemasok sesual perjanjian.

c) pelaksanaan hubungan dengan kreditur, sebagai berikut:

.. melindungl hak dan kepentingan kreditur, antara lain
pemenuban kewajiban kepada kreditur sesual perjanjian,
mengungkapkan informasi secara transparan, akurat dan tepat
waktu, serta jaminan Perusahaan untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesvatu untuk melindungi kepentingan
kreditur sesual perjanjian;

. memastikan ketepatan dalam penggunaan dan penyedizan
dananya.

d) pelaksanaan kewajiban kepada Negara, sebagai berikut:

PEDOMAN ELOLA PERUSAHAAN (D-RUL- 2 ’q:.
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Il menyampalkan dokumen kewajiban perpajakan tepat waktu;
. pembayaran kewajiban pajak tepat waktu;
iil.  penyampaian dokumen kewa|iban pada regulator tepat waktu,

&) pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan:

f) menetapkan prosedur tertulis menampung dan  menindaklanjuti
keluhan-keluhan Pemangku Kepentingan (Stakeholders); dan

g) upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten

dan berkelanjutan;

Bilarang Memyaling Menyebarluaskan Thﬁpa l2ir PT Reska Multl Usaha

14) Direksi memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota
Direksi dan manajemen di bawah Direksi, yaitu:

a) Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan
pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi
dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan: dan

b) Direksi menerapkan  kebljakan untuk mencegah benturan
kepentingan;

15} Direksl memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan
komunikasi sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan dan
penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
tepat waktu, yaitu:

a) Direksi melaporkan Informasi-informasi yang relevan kepada
Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, di antaranya:

I Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan
tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris tepat
waktu vyaitu sebelum batas waktu penyampaian kepada
Pamegang Saham:

i, penyampaian laporan manajemen diserahkan tepat waktu
(laporan manajemen triwulanan diserahkan paling lambat 1
(satu) bulon setelah berakhirnya triwulanan  yang
bersangkutan dan laporan manajemen tahunan 2 bulan
diserahkan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang
Saham; dan

il penyampaian laporan tahunan kepada pemegang Saham
paling lambat & (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.

b) Direksl memberikan perlakukan vyang sama (fairness) dalam
memberikan informasi kepada RUPS dan anggota Dewan Komisaris;

16) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan
Komisaris sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaltu:
a) Direksl memiliki pedoman tata tertib Rapat Direlsi, minimal

mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasl tindak
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b)

¢)

d)

e

17}  Direksi
yaitu:
a)
b)

c)

lanjut hasll rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan,
usulan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris;

Bireksi menyelenggarakan rapat Direks! sesual kebutuhan, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;

Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksl maupun rapat
gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, jika tidak dapat hadir yang
bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadiran;

Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil
rapat sebelumnya; dan

Direksi menindaklanjut arahan, danfatau  keputusan Dewan
Kemisaris;

menyelenggarakan pengawasan Intern yang berkualitas dan efektf,

Direksi menetapkan plagam pengawasan intern;

Direksi memastikan Satuan Pengawasan Intern atau fungsl audit
internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan
dalam pelaksanaan tugasnya; dan

Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern untuk
memberikan nilal tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan;

18) Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan
efektif, yaitu:

al
b)

c)

Direksi memastikan Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-
faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya;

Direksi memastikan Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya;
dan

Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan:

19)  Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan, yaitu:

a) Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, di antaranya:

i. RUPS pengesahan/persetujuan rencana jangka panjang
Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60
(enam puluh) hari setelah diterimanya rancangan RIPP secara
lengkap atau sebelum periode rencana jangka panjang
Perusahaan berikutnya berjalan;

ii.  RUPS untuk pengesahan/persetujuan rencana kerja anggaran
Perusahaan dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun
sebelum tahun anggaran berjalan; dan

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D-RUI-RUIC-007) \I:
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b)

lil.  RUPS untuk pengesahan laporan tahunan ditaksanakan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang
lampauw.

Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi
akurat berkenaan dengan penyelenggarasn RUPS agar dapat
melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan;

20} Direksi memastikan Perusahaan menyediakan infarmasi Perusahaan kepada
Pemangku Kepentingan {Stakehoiders), yaitu:

a)

b)

Direksi menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi
Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi
Perusahaan yang penting; dan

Direksi memastikan tingkat kepatuhan Perusshaan yang memadai
terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan;

21] Direksi memastikan Perusahaan menyediakan bagi Pemangku Kepentingan
(Stakeholders) akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan
dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala, yvaitu:

a)

b)

c)

d)

e

terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat
diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara
sederhana;

situs Perusahaan memublikasikan kebijakan dan informasi penting
Perusahaan;

Perusahaan menyediakan media lain untuk mengomunikasikan
kebijakan informasi penting Perusahaan;

informasi yang disediakan dalam situs web Perusahaan dan
bumn.go.id dimutakhirkan secara berkala; dan

tingkat kemudahan akses terhadap kebljakan dan informasi penting
Perusahaan yang disediakan dalam situs web Perusahaan:

22)  Direksi memastikan Perusahaan mengungkapkan Informasi penting dalam
laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yaitu:

a) laporan tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian laporan
tahunan termasuk anggaran dasar;
b} laporan tahunan memuat mengenal ikhtisar data keuangan penting;
£ laporan tahunan memuat lzporan Dewan Komisaris dan laporan
Direksi:
d) laporan tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap;
e} laporan tahunan memuat bagian tersendiri mengenai analisa dan
pembahasan manajemen atas kinerja Perusahaan:
I PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN {D-RU|-RUIC-007] -
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f) iaporan tahunan memuat pengungkapan praktk tata kelola
Perusahaan yang baik; dan
El laporan tahunan memuat bagian tersendirt mengenai [aporan
keuangan.
4. Hak Direksi

Hak anggota Direksi antara lain:

a,

menarima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis
dan Jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentusn peraturan
perundang-undangan;*

menerima tantiem apabila Perusahaan memperoleh keuntungan yang besarannya
ditetapkan oleh RUPS;

menggunakan sarana dan fasilitas Perusahzan untuk kegiotan yang berhubungan
dengan kepentingan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan Perusahaan;

memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dan

anggota Direksi  berhak mengundurkan diri  dari  jabatannya  dengan
memberitahukan secara tertulis mengenal maksudnya tersebut kepada Perseraan
dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh} hari sebelum tanggal pengunduran

dirinya.

5. TanggungJawab Direksi

a.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan
dan tujuan Perusahaan serta mewakill Perusahaan baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesual ketentuan anggaran dasar.™®

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apablla yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk keneptingan dan
usaha Perseroan.'®

Anggota Direks tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat
membuktikan:*

1} kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2) telah melakukan pengurusan dengan itkad baik, kehati-hatian, dan penuh
tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan
tujuan Perseroan;

" Anggaran Dasar Akt Nomer 75 Tahun 2014 Pasal 10 ayal (25)
Y Undang=tndang Nomor 40 Tatun 2007 Pasal | aogks 3

¥ Angmaran Dasar Akt Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 11 ayal (6)
17 2hid,
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6.

3) tidak mempunyal benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung
atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

4)  telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berfanjutnya kerugian
tersebut,

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, yang dapat dilakukan dengan

mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan. Sekretaris perusahaan diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan yang mekanisme internal perusahaan

dengan | persetufuan Dewan Komisaris. Tugas Utama Sekretaris Perusahaan adalah

sobagai berikut:

a. memastikanbahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan
sejalandengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik:

b, memberikan Informasi yang dibutuhkan oleh Direksl dan Dewan Komisaris secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

¢. sebagai penghubung dengan pernangku kepentingan; dan

d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat
Dewan Komisaris dan RUPS.

Direksi menjaga dan mengevaluas! kualitas fungsi sekretaris perusahaan,

Fungsi Pengawas Intern

Direksi wajib menyelenggarakan pengawssan intern. Dalam rangka menyelenggarakan

pengawasan intern, Direksi membentuk Satuan Pengawas Intern (SP1) dan Pedoman

Pengawasan Intern (atau sering disebut juga dengan Piagam Pengawasan Intern), Fungsi

penyelenggaraan pengawasan intern dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, Manajemen Risiko, dan
proses tata kelola perusahaan, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan perusahaan;

b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan,
operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya:

5P| dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama
berdasarkan mekanlsme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisarls,

Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Dewan
Komisaris. Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di
Parusahaan.

a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit;
b. Komite Audit sebagaimana dimaksud pada huruf a terdini atas:
1} Ketua Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris;

2) Seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris;

PEDOMAN T; 5#_.HMN D-RUI-RUIC-002 "r
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3] Anggota Komite yang bukan dari anggota Dewan Komisaris harus berasal darl
luar Perusahaan dan tidak mempunyal kaitan dengan manajemen, kaitan

kepemilikan dan dangan keslatan usaha Peruszhaan.

¢. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada RUPS:

d. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan
sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;

e. Komite Audit memiliki piagamy/charter dan program kerja tahunan;

. Program kerja tahunan paling sedikit memuat telagh untuk memastikan;

1) efektivitas system pengendalian manajernen dan rmemberi rekomendasi

PEmMEmpurnaan;

2} efektivitas pelaksanaan tugas sudiior elisternal dan Satuan Pengawasan Intern;

3) penilaian pelaksanaan keglatan dan hasil audit eksternal dan Satuan

Pengawasan Intern;

4) telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi

vang dikeluarkan Perusahaan; dan

5) self gssessment kineriz Komite Audit.

D. PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN UNTUK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKS!

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurang! keurtungan Perusahaan,
Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dan Direisi tidak mengambil keuntungan pribadi baik
secara [angsung maupun tidak langsung dari keglatan Perusahaan selair penghasilan yang sah.
Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Dewan Komisaris dan Direks dan pajabat yang
bertanggung Jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi atau mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap kebljakan dan/atau operasional Perusahaan, dilarang mengambil
tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangl keurttungan Perusahaan dan

wajib mengunghkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.

PEDDMARN TATA KFLOLA PERUSAHAAN (D-RLLRLNID-OD]
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BAB IV
TATA KELOLA UMUM PERUSAHAAN

A. SISTEM PENGENDALI INTERNAL

Direksi menetapkan suatu Sistemn Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan
investasi dan aset perusahaan, yang selidaknya mencakup hal sebagai berikut:

i,

21

lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan
terstrukiur, yang terdiri dari;

a. integritas, nilaletika, dan kampetensi karyawan;
b. filosofidangaya manajemen;

c. carayang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawabnya;

d. pengorganisasian dan pengembangan sumber dayamanusia; dan
&. perhatiandanarahan yang dilakukan oleh Direksi.

aktlvitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian
terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisas
Perusahaan, antara lain mengenal kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian
atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;

sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan
operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan oleh Perusahaan; dan

pemantauan, yaltu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk
fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan,
sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Kriteria efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan adalah sebagai

berikut:

1. kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada
kegiatan usaha Perusahaan;

2. penetapan wewenang dan tanggung Jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan
prosedur Manzjemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;

3. penetapan jelur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari lini pertama kepada lini
kedua:

4. strukturorganisasiyang menggambarkan secara jelas keglatan usaha Perusahaan

5. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu

AR TATA P SAH : ALY T
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10.

B. AU

kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan
kajl ulang atau reviu yang efekdif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian
kegiatan operasional Perusahaan
pengujian dan kaji ulang atau reviu yang memadal terhadap sistem informasi Manajemen
Risiko
dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan
temuar audit, sertatanggapan Direksiterhadap hasil audit
verifikasi dan kaji ulang atau reviu secara berkala dan berkesinambungan terhadap
penanganan kelemahan Perusahaan yang bersifat material dan tindakan Direksi untuk
memperbalki penyimpangan yang terjadi

DITOR EKSTERMAL

Laporan keuangan tahunan Perusahaan disudit oleh Auditor Eksteral vang ditunjuk oleh RUPS
berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Calon Auditor Eksternal tersebut
marupakan Akurtan Publik vang tergabung dalam karmtor akuntan publik yang vang terdaftar dalam
tabulasl kantor akuntan publik yeng dilakukan oleh Kementerian BUMN, berdasarkan
pertimbangan berikut:

3

E-I‘

kantor akuntan publik telah mendapat Izin darl Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada
Otoritas lasa Keuangan;

kantor akuntan publik terdaftar pada sistem informasi kantor akuntan publik BPK;

kantor akuntan publik telsh mendapat izin darl Menteri Keuangan dan terdaftar akiif pada
Ortoritas Jasa Keuangan;

Akuntan Publik dan kantor akuntan publik tidak sedang dikenai sanksi oleh Menteri Keuangan
dan Otoritas Jasa Keuangan; dan

kantor akuntan publik memiliki auditor paling sedikit 100 (seratus) orang atau jumlah lainnya
sesual dengan Intensitas Risiko pada masing-masing Perusahaan.

Setelah kantor akuntan publik selesai menjalankan pekerjaannya, paling lambat 1 (satu) bulan

set

elahnya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Deputi Kementerian BUMN

melalui sistem Informasi manajemen Kementerian BUMN beberapa informasi sebagal berikut:

1
2
3
4
5

nama kantor akuntan publik dan partner yang menandatangani opini laporan keuangan audit;
ruang lingkup pekerjaan/penugasan kantor akuntan publik;

imbal jasa audit;

imbal jasa non-audit;

evaluasi pelaksanaan pekerjaan kantor akuntan publik termasuk evaluasi proses pemilihan
lantar akuntan publik, evaluasi kecukupan ruang lingkup pekerjaan/penugassn kantor akuntan
publil, dan evaluasi rekomendasi audit secara keseluruhan: dan
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6. informasilainnya,
C. PELAPORAN INTERNAL

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas
oroses pengawasan oleh Dewan Kormnisaris, Direks| Perusahaan memastikan ketersediaan dan
kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang
memadai,

D. PENGELOLAAN INFORMASI
1. Akses Informasi

Dewan Komisaris dan Direksi memastikan bahwa Auditor Eksternal, auditor internal, dan
komite audit, serta komnite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data
penunjang, dan Informasi mengenal Perusahaan, sepanjang diperlukan uniuk
melaksanakan tugasnya.

2. Kershasiaan Informasi Perusahaan

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar
dan/atau peraturan perusahaan, Auditor Eksternal, auditor internal, dan komite audit, serta
komite lainnya jika ada, harus merahasiakan Informasi yang diperoleh sewaktu
melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada
perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan,
akan selalu dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan perusahaan.

3. Keterbukaan Informasi

Perusahaan melaksanakan keterbulaan informasi secara tepat waktu, akurat, jelas, dan
al:jeh‘tif, sesual denganketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengungkapan
dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga
informasi sensitif serta rahasia korporasi dituangkan dalam prosedur kerja tersendirl.

4, PerlindunganData Pribadi

Direksi memastikan perlindungan terhadap keamanan data pribadi yang dikelola Perusahaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pelindungan data pribadi.

E. HUBUNGAN DENGAN PEMANGHKL KEPENTINGAN

Perusahaan menghormati hak pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan karyawan, pelanggan,
pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan.

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D-RUI-RUN-D03 |
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ETIKA BERUSAHA, ANTI PENCUCIAN UANG, DAN ANTI KORUPSI

Perusahaan menyusun pedoman tentang perilaku dan etika (code of conduct), yang pada
dasarnya memuat nilai etika berusaha dan perilaku. Direksi menetapkan Peodman Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) untuk mencegah terjadinya
praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu juga, Direksi menetapkan
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Antifraud (SMAPA| yang berisi mengenai
slstern manajemen anti suap, antlkorupsi, antikecurangan (antifraud), keterlibatan dalam politik
dengan mengacu pada standar nasional atau internasienal, seperti SNI |S0 37001,

Perusahzan menumbuhkan budaya korporasl yang memastikan bahws seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisarls serta selurub karyawannya memahami dan
berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesvai pedoman
tentang perilaku dan etika (code of conduct). Direksi senantlasa mengomunikasikan secara
efektif pedoman tentang perilaku dan etika (code of conduct) kepada Dewan Komisaris dan
seluruh karyawan.

Direksi menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang memertukan
persetujuan Dewan Komisaris, dan/atau RUPS. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN

Kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya
diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan yang bersanghkutan. Tanggung jawab
untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pads fungsi yang menjalankan fungsi
sebagal sekretaris perusahaan. Program pengenalan tersebut setidaknya meliputi;

a. pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Balk oleh Perusahaan;

b. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha Jangka pendek dan jangka panjang,
posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;

. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit
Ekstern, sistern dan kebljakan pengendalian internal, termasuk kormite audit; dan

d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal
vang tidak diperbolehkan.

Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke
perusahaan, pengkajian dokumen, atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan
Perusahaan dimana program tersebut dilaksanakan.

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

Perusahaan menyelenggarakan WBS yang merupakan sistem penanganan pengaduan
menyangkut karyawan Perusahaan bersangkutan, anggota Direksl Perusahaan, anggota

-
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Dewan Komisaris Perusahaan, anggota direksl Anak Perusahaan atau anggota dewan komisaris
Anak Perusahaan. WBS dapat digunakan untuk mendorong diadukannya perilaku yang
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya
mencakup juga suatu pedoman tentang bagalmana korporasi melindungi pengadu yang
beritikad baik. Ketentuan lebih terinci mengenal pelaksanaan WBS di Perusahaan, dituangkan
dalam Pedoman Pengelolaan WBS.

Direktur utama bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan WBS yang dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari dibantu cleh pengelola WBS Perusahaan. Penanggung jawab WBS
Perusahaan menyampaikan |aporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan
pelanggaran kepada Perusahaan Induk dan/atau Kementerian BUMN secara periodik setiap
semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut herakhir.

Dafam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisarfs/angzota
Dewan Pengawas Perusahaan maka pengelola WBS Perusahaan

waijib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS di Perusahaan Induk dan/atau
Kementerian BUMN.

PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
dalam bentuk:

a, penllaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik di Perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan
Tata Kelola Perusahaanyang Baik di Perusahaan yang dilaksanakan secara berkala setiap
2 (dua) tahun; dan

b, evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan
penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Balk di Perusahaan yang dilakukan pada tahun
berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi
evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendas! perbaikan.

Sebelum pelaksanaan penllaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik, akan selalu didahului
dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan yang
bersangkutan.

Pelaksanaan penilalan pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (assessor) independen yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadazn barang dan
jasa yang berlaku. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilalan dapat dilakukan dengan
menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan
yang Balk, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung:

Pelaksanaan evaluasl pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh Perusahaan yang bersangkutan
(self assessment), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan
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(asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang
berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan Indikator/parameter yang
ditentukan oleh Kementerian BUMN. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penitai
independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata
Kelola Perusahaan yang Baik, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan
evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.

Sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan
Direks] Perusahaan yang bersangkutan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-
masing pihak, termasuk fangka waktu dan biaya pelaksanaan. Hasil pelaksanaan penilaian dan
evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Perusahaan menyusun kebijakan tentang kepatuhan pelaporan LHKPN yang memuat:
1. ketentuan tentang pengelolaan penyampaian LHKPN;

2. jabatan yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan
LHKFPN kepada KPK;

3. pejebat yang ditugaskan melaksanakan koordinasi dengan KPK berkaltan dengan
pengelolaan LHKPN di lingkungan Perusahaan; dan

4. pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan LHKPN
sesual ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perusahaan melakukan soslalisasi dan bimbingan teknis LHKPN kepada Pekerja yang menjadi
wajib lapor, memastikan pelaksanaan pengeélolaan LHKPN sesual dengan peraturan
Ferusahaan; dan menyampaikan pelaporan berkala terkait tingkat kepatuhan penvampaian
LHKPN kepada KPK

PEDONAN TATA KELOLA BERUSAHAAN (D-R11-RUIG-002) \I"" [
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BABV
TATA KELOLA RISIKO PERUSAHAAN

A. PENDAHULUAN

Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk melindungl dan menciptakan nilai bagl
Perusahaan. Perusahaan berkomitmen menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, melalul
empat pilarmanajemen risiko sebagal berikut:

a. pengurusan aktif oleh Direksi dan pengawasan oleh Dewan Komisaris;

b. lkecukupan kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko dan penetapan strategi
Risilo;
kecukupan proses identifikasi, pengukuran, perlakuan, pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

penerapan Sistem Pengendallan Intern yang menyeluruh.
KELOMPOK FENERAF'AN MANAJEMEN RISIKO

Sesual dengan kriteria pengelompokan penerapan Manajemen Risiko dari Kementarian BUMN

yang ditentukan berdasarkan katagori perusahaan dan klasifikasi Risiko, maka Perusahaan
termasuk dalam Kelompalk Risiko:

*Sistemik A— Individu, atau Sistemik B — Konglomerasi, atau Sistemik B - Individu, atau
Signifikan —Konglomerasi, atau Netral - Konglomerasi, atau Signifikan—Individu, atau Netral -
Individu, atau Perusahaan Individu Tanpa Anak Perusahaan”

C. ORGAN PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

1. DewanKomisaris
Dewan Komisarls sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi:

a. Manajemen Risiko;
b. Audit Intern; dan

Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Dewan Komisaris memiliki wewenang,
tugas, dantanggungjawab:

a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko:

b. melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan
strategi Manajemen Risiko; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi
Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,
anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern sebagaimana, Dewan Komisaris memiliki
wewenang, tugas, dan tanggung jawab:

-
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memastikan bahws Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan Perusahaan memiliki
5Pl yang menjalankan fungsi Audit Intern;

memberikan persetujuan gtas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang
diusulkan oleh Direksi;

memastikan SPI memlliiki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai
Perusahaan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;

memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (internal audit charter) yang
diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;

mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi
yang diperoleh dari 5P paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;

menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kajl
ulang terhadap kinerja SPI (quality assurance review) paling sedikit sekali dalam 3
{tiga) tahun; dan

melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi
Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko [KPMR)

Komite pemantau risiko sebagal organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris
memiliki fungsi Manajemen Risiko dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab:

a.

Ef

mengakses seluruh Informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas
dan fungsi komite pemantau risiko;

melakukan komunikasi dengan kepala unit kerja dan pihak lain dalam Perusahaan
untuk memperoleh informasi, klarifikas! serta meminta dokumen dan laporan yang
diperlukan;

melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan Manajemen Risiko dan
laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko balk Perusahaan Induk maupun
Anak Perusahaan Perusahaan;

melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan
strategl Manajermen Risiko Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Perusahaan:
memberlkan rekomendasi kepada Dewan Komisarls atas hal yang mendukung
efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan kesesuaian antara kebijakan
Manajemen Risiko Perusahaan Induk dan Manajemen Risiko Anak Perusahaan
Perusahaan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen
Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran
dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan

menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

PEDGMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D RULRUIC002) | :
W

Dilarang Memyalin/Menyebaruaskan Tanpa lzin PT Reska Multi Usaha |




K’

Sorvices

Witz
PEDOMAN chaly Wiioss |
Mag. Dokurnen: 1 Normor Reylsi
TATA KELOLA PERUSAHAAN S b3 o
Tanggal Terhit: Halarman
12 Desembar 2023 47476 |

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terinteprasi sebapai organ pengelola Risiko di bawah Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas memiliki fungsi Tata Kelola Terintegrasi dengan wewenang,

tugas, dantanggungjawab:

a. melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi
BUMNM Induk stau Anak Perusahaan BUMN;

¢, melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasl, paling sedikit melalui penilaian
kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk
penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

e. melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum
dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek
fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta
meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;

f.  melaksanakan pemantauvan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola
Terintegrasi lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran
dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri; dan

g menjalankan wewenang, lugas, dan tanggung jawab |ain yang terkait dengan fungsinya.

4, Komite Audit

Komite audit sebagai organ pengelola Risiko di bawah Dewan Komisaris memiliki fungs!
Audit Intern dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab:

a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan
tugas dan fungsi komite audit;

b. memantau dan mengkaiji efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Elstern;

c. memastikan objektivitas dan independensi auditor iniernal dan Auditor
Eksternal;

d. memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan
diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk
penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan
selama periode pengkajian komite audit;

e memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor
Eksternal;

f.  memastikan 5P melakukan kemunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan
Auditor Eksternal;

g. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkalt penyusunan rencana
audit, ruang lingkup, dan anggaran SPI;

h. mengevaluasi laporan auditor internal berkala dan merekomendasikan tindakan
perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (fraud),
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masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang- undangan
atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SPI;

I, mengevaluasi kinerja SPU;

|- memastiian SPI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas;

k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

. terkait pemberian remunerasi tahunan SPI secara keseluruhan serta penghargaan
kinerja;

m: melagkukan pemantauvan dan sveluasi stas kecssualan penerapan kehijaban
keuangan dan Audit Intern Perusahaan Induk maupun Ansk Perusahaan
Perusahaan;

n. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisariz atas hal yang mendukung
efektivitas dan akurasi proses pelaporan keuangan dan kesesualan antara
kebijakan Audit Intern Perusahaan Induk dan Audit Intern Amak Perysahaan
Perusahaan.

5. Direksi

Direksi sebagai organ pengelola Risiko memiliki fungsi:

d.

b.

Manalemen Ristho;
Audit Intern; dan

Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Direksi memiliki wewenang, tugas, dan
langgung jawab:

.

e

a p

E.I

menyusun dan mengusulkan kebijakan serta strategi Manajemen Rislko secara
komprehensif;

melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;

mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang arganisasi;
melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan
Manajemen Risilko;

memastikan bahwa fungsi Manajemen Risike telah beroperas| secara independen:
melaksanakan kajl ulang secara berkala untuk memastikan:

1) keakuratan metodologl penifatan Risiko;

1} kecukupan implemeantas] sistem informasi Manajemen Risiko:

3} ketepatan kebifakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan hatasan Risiko
(risk limit) dan ambang batas {threshold); dan

melaksanakan fungsi Manajemen Risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, direktur utama memiliki wewenang, tugas, dan
tanggung jawab:

mengembangkan kerangka Audit Imtern untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan semua Risiko yang dihadapi;
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b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsl Audit Intern

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar,
danfatau keputusan RUPS; dan

menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan
fungsinya.

6. Direktur yang Membidangi Manajemen Risiko

Direklur yang membidangi pengelolzan Risiko sebagai argan pengelola Risika memiliki
wewenang, tugas, dantanggung jawab:

El

melaksanakan pengurusan Perusahaan sesual bidang pengelolaan Risiko sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau
keputusan RUPS;

melaksanakan penetapan strategi dan kebljakan bidang pengelolaan Risiko yang
menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan
Perusahaan yang telah ditetapkan;

melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan pelaksanaan prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik;

melaksanakan penetapan langkah yvang diperiukan untuk memastikan Perusahaan
telah memenuhi seluruh peraturan perundangan dan menjaga agar keglatan usaha
Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan;

melaksanakan pemantauan dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada pihak eksternal;

melaksanakan pengembangan organisasi kerja sehingga Perusahaan memiliki
kebijakan, prosedur, dan metode yang handal dalam menerapkan pengelalaan
Risikoy;

melaksanakan pemantauan kepatuhan dan pengawasan melekat pada semua unit
kerja organisasi pengelolaan Risiko;

membentuk unit kerfa Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada
direktur yvang membidangi pengelolaan Risilo;

melaksanakan pengurusan Perusahaan di bidang pengelolaan Risiko sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan
RUPS,

7. Direktur yang Membidangi Pengelolaan Keuangan

Direktur yang membidangi pengelolaan ketiangan sebagai organ pengelola Risike memiliki
wewenang, tugas, dantanggung jawab:

PEOOMAN TATA K I- 2 =
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melaksanzkan pengurusan Perusahaan di bidang pangelolaan keuangan sasual
deng_an ketentuan peraturan perundarg-undangan, anggaran dasar, dan/atau
keputusan RUIPS:

melaksanakan penetapan strategi dan kebijakan unit kerja dan Anak Perusahaan
Perusahaan yang berada di bidang keuangan, serta berkoordinasi dengan diraktur
lainnya;

melaksanakan penyusunan dan penetapan pengatiran terkait keuangan dengan
memperhatikan kebijakan Perusahaan dan prinsip kehati-hatian:

melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan; dan

menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan
fungsinya.

8. Satuan Pengawas Internal (SP1)

SPI sebagai organ pengelola Risiko merniliki fungsi Audit Intern dengan wewenang,
tugas, dan tanggung jawab:

3. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan
tugas dan fungsl SPI;

b.  melakukan kemunikasi secara langsung dengan Direksl, Dewan Komisaris, dan
komite audit;

c.  melakukan penyelenggaraan rapal secara berkala don insidenti] dengan Direksi,
Dewan Komisaris, dan komite audit;

d. melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditar Elesternal;

e, memberikan kensultasi dan keyakinan terkait hal yang bersifat strategis balk pada
saat perencanzan maupun pada sast pelaksanaan kegiatan operasional;

f.  memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar
profesional Audit Intern dan kode etik Audit Intermn;

- melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan
kehutithan dalam pelaksanaan tugas 5PI;

h. memastikan anggota SPI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan
serta pelatihan lain sesual dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan
usaha Perusahaan;

i.  melakukan penyusunan dan pengkajian piagam Audit Intern secara periodik;

J.  melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk
pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

k. memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesual dengan rencana;
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l.  melaporkan temuan yang signifikan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris
untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat:

m.. memantau tndakan perbaikan atas temuan yang signifikan;

n. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang
signifikan kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;

o. menjaga kerahasiaan informasi danfatau data Perusahaan terkasit dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Intern, kecuali diperbolehkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/fatau putusan
pengadilan;

p. menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewalktu menjabat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

q. memastikan dalam hal terdapat penggunaan [asa pihak eksternal untuk aktivitas
pengawasan intern:

I lerselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepadz anggota
SPImengingat penggunaanjasa ahll pihak ekstern bersifat sementars;

li. penggunaan jasa pihak eksternal tidak memengaruhl independensi dan
ohjektivitas fungsi 5PI; dan

il pihak eksternal mematuhi piagam Audit Intern Perusahaan.

r. melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksansan  pengendalian  |ntern,
Manzjemen Rislko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundangundangan dan kebijakan perusahaan;

s. meiakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efekdvitas di bidang
keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknolagi infarmasi,
dan kegiatan lainnya;

t. kewajiban 5Pl terhadan anak perusahaan;

. menentukan strategi pelaksanaan Audit Intern Anak Perusahaan
Peruszhaan;

ii. merumuskan prinsip Audit Intern yang mencakup metodalogl audit dan
langkah pelalkeanaan pangendalian muty; dan

iii. memantau pelaksanaan Audit Intern pada masing-masing Anak Perusahaan
Perusahaan.

Satuan Kerja Manajemean Risiko [SKMR)

SKivii sebagal organ pengelolaan Risiko berranggung jawab langsung kepada direktur yang
membldangi pengelolaan Risiko, memiliki wewenang dan tanggung jawab meliputi:
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a. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh
Direksi;
. memantau profil Risiko, peta Risiko, realisasi perhitungan Risiko inheren dan
Risiko residual, dan realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko dan biays;
c. melakukan internal control testing dan stress testing;
d. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
e. mengevaluasi terhadap akurasl model dan validitas data yang digunakan untuk
mengukur Ristko;
f.  memberlkan rekomendasi kepada lini pertama dan/atau komite pemantay Risiko
sesual kewenangan yang dimiliki; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Ristko kepada direkiur yang

membidangi pengelolaan Risiko dan komite pemantau Risiko secara berkala
triwulan.

10. Komite Manajemen Risiko (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR] memiliki wewenang dan tanggung Jawab melakukan
pelaporan, evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling sedikit
meliputi:

B

Memberikan rekomendasi mengenai limit risiko (risk limit), selera risiko [risk
appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance);

Memberikan rekomendasl perbalkan atau penyesuaian pelaksanaan manajemen
risiko berdasarkan hasil evaluasi, antara lain menyempurnakan proses
manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari
suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi
kecukupan permodalan, profil risike Perusahaan, dan efektifitas penerapan
manajemen risiko;

Melakukan evaluasi mengenal kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan
manajemen risiko serta perubahannya, kerangka manajemen risiko serta rencana
kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;

Melakukan eveluasi terhadap deviasi atas kebijakan, prosedur, dan limit yang
membutuhkan eskalasi persetujuan lebil tinggl. Pelaporan, evaluasi dan
rekomendasi Sekretaris KMR dibahas pada rapat KMR paling sedikit 1 bulan sekali
untuk dibuatkan keputusan KMR atau rekemendasi kepada Direks! bila
memhbutuhkan keputusan Rapat Direksi; dan

Melaporkan profil risiko perusahaan termasuk risiko utama, kualitas penerapan
manajemen risiko, perlakuan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh lini
pertama.

! LA PER i 13- w
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11 Unit Pamilik Risikn

Unit Pemilik Risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelala Risiko
dalam proses bisnis.

D. KEBUAKAN MANAJEMEN RISIKO

L

zl'

Kebijalan Mengenal Penerapan Mode! Tiss Lini

Perusahaan menerapkan model tiga linj dalam penerapan Manajeman Ristko yang
terintegrasi dengan fungsi kepatuhan dan fungsi asuran independen, dengan penjelasan
sebagail berikut:

a.  Lini1: unit pemilik Risiko merupakan unit bisnls yang langsung mengidentifikasi dan
mengelola Ristko dalam proses bisnis;
. Lini2:fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan;
¢,  Lini3:fungsi independent assurance.

Kebijakan Mengenal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Perusahaan menerapkan model tiga lini dalam penerapan Manajemen Risiko yang
terintegrasi dengan fungsi kepatuhan dan fungsi asuran independen, dengan penjelasan
sebagai berikut:

a. menetapkan kebijakan pada tingkat Perusahaan selaku Perusahaan Induk yang
diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan.

b. memantau implementas! kebijakan harmonisasi dengan kebijakan Perusahaan
selaku Perusahzan Induk.

¢. melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara
Perusahaan selaku Perusahaan Induk dengan Anak Perusahazn,

Kebijakan Mengenai Taksonomi Risiko Perusahaan

Perusahaan menerapkan TaksonomiRisiko yang merupakan suatu strukturyang menjelaskan
pengelompokian terkait Risiko-Risiko apa saja yang relevan dengan kegiatan Perusahaan,
Taksonomi Risiko terdiri dari 3 (tiga) tingkatan di mana:

a. Taksonomi 1/T1 menggambarkan tema Risiko;
b. Taksonomi 2/T2 menggambarkan katagori Risiko; dan
¢. Takeonomi 3/T3 menguralkan kelompok peristiwa Rislka.

Taksonomi risike lebih terinei dijaskan pada Pedoman yang mengatur tentarig pengelolaan
Risiko di Perusahaan.

Kebijakan Mengenai Kapasitas Risiko Perusahaan

Kapasitas risiko perusahaan yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menyerap
risikn tanpa rmengganggu kinerjanya, yang ditentukan berdasarkan analisis terhadap faktor
faktor tersebut, melalul metode stress test, yang merupakan metode simulasi yang

-
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digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan dalam kondisi
yang sulit atau tidak terduga. Stress test dapat menggunakan metoda-metoda berikut Ini:

a.  Analisis sensitivitas, yang digunakan untuk mengukur bagaimana perubahan pada
satu faktor dapat mempengaruhi hasil perusahaan,

b. Analisis skenario, yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan akan
bertahan dalam skenario tartentu,

¢. Model keuvangan, yang digunakan untuk membuat simulasi yang lebih kompleks
tentang kondisi yang sulit atau tidak terduga.

Kehijakan Mengenal Selera Risiko Perusahaan

Selera risiko perusashaan yang merupakan tingkat risiko yang bersedia diambil oleh
Perusahaan dalam upaya mencapal tujuannys, disusun dengan menggunakan berbagal
metode, sehagai berikut:

a. Survel, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang sikap dan persepsi
manajermen, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap risiko.

b. Diskusi kelompok terfokus, untuk mengumpulkan data dan informasl tentang
pemahaman para ahli dan/atau peara pemangku kepentingan tentang risiko.

Setelah dilakukan analisls terhadap hasil survey dan/atau diskusl kelompok terfokus,
Perusahaan yang diwakili Direksi menentukan selera risiko untuk setiap

taksonomi risiko yang telah ditetapkan, dengan opsi selera risiko perusahaan adalah sebagai
berikut;

a. Rendah: Perusahaan bersedia mengambil risiko yvang rendah dan hanya untuk
tujuan yang penting. Perusahaan cenderung mengurangi atau mengendalikan
risiko sebanyak mungkin dan mengutamakan konservas| dan efisiensi.

b. Sadang: Perusahaan bersedia mengambil risiko yang moderat dan untuk tujuan
yang bermanfaat. Perusahaan cenderung menyeimbangkan antara risiko dan
imbalan dan mengutamakan kinerja dan pertumbuhan.

t. Tinggi: Perusahaan bersedia mengambil risitko yang tinggl dan untuk tujuan vang
menarik. Perusahaan cenderung memanfaatkan atau mempertahankan risika
sebanyak mungkin dan mengutamalkan inovasi dan diforensiasl.

d. Sangat tinggl: Perusahaan bersedia mengambil risiko yang sangat tinggi dan untuk
tujuan yang luar biasa. Perusahaan cenderung mencarl atau meningkatkan risiko
sebanyak mungkin dan mengutamakan transformasi dan kepemimpinan.

Kebijakan Mengenai Toleransi Risiko Perusahaan

Toleransi Risike perusahaan vang merupakal_"t toleransi terhadap selera risiko yang dapat
diterima oleh perusahaan tanpa menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap
tujuannya, vang dilakukan berdasarkan:
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. Simulasi, untuk mengetahui batasan toleransi yang aman terhadap potensi dampak
negatif yang ditimbulkan oleh seuatu peristiwa risko

b.  Survei, untuk mengumpulkan data dan Iinformasl tentang batasan toleransi Risiko
yang diharapkan.

¢ Diskusi kelompok terfokus, untuk mengumpulkan data dan informasi tentang
batasan toleransi Risiko berdasarkan hasil tukar pikiran.

Kebljakan Mengenai Limit Risiko Perusahaan

Limit risiko yang merupakan batas maksimum risiko dalam bentuk kuantitatif yang dapat
diterima oleh organisasi atau unit bisnis, ditentukan berdasarkan:

a.  Kajian praktik lerbaik
b. Evaluasi hasil pengendalian risiko di perioda sebelumnya
¢ Ekstraksl dari ketentuan atau persturan perundang-undangan yang belaku.

Kebijakan Mengenai Pengukuran Risiko Perusahaan
Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Perusahaan paling sedikit melakukan:

a. evaluasi secara berkala terhadap kesesualan asumsi, sumber dats, dan prosedur
yang digunakan untuk mengukur Risiko;

b.  penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan
kegiatan usaha dan faktor Risiko yang bersifat material; dan

¢ penyesualan terhadap pengukuran Rislko Agregasi kepada Kementeriar BUMN.

Kebijakan Mengenai Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistern informasi Manajemen Ristko yang digunakan oleh Perusahaan dalam mengelola
Risika, memuat informasi paling sedikit mengenal:

eksposur Rislke (risk exposure);

kebijakan dan standar prosedur Manajemen Risiko serta strategi Risiko;
pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target vang
ditetapkan.

B Do

Kebljakan Mengenal Rencana Darurat (Contingency Plan)
Rencana darurat (contingency plan) meliput! dua hal, yaitu:

a. Penentuan Indikator dan Trigger Level Rencana Aksi (Recovery Action) yang
mencakup:
l.  Penentuan recovery action indicator, yang mancakup indlkator
permodalan, indikator likuiditas, indikator rentabilitas, dan indicator
kualitas aset,
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il Penentuan recovery action trigger level seperti trigger level untuk
permodalan, trigger level untuk lkuiditas, trigger level untuk rentabilitas,
dan trigger level untuk kualitas aset.

b. Penemtuan Opsi-opsi pemulihan {recovery option), yvang dikaji melalul penilaian
risika, analisis potens| hambatan, aspek kecukupan dukungan, penilaian dampak,
penilaian terhadap jangka waklu pelaksanaan dan penilaian terhadap efektivitas
pemulihan, yang mencakup opsi-apsi sebagaimana berikut:

i, Opsi-opsi pemulihan terkalt permodalan, seperti penambahan setaran
modal, menunda pembagian dividen, konversi utang/investasi menjadi
maodal, rigth issue, dan private placement.

ii. Opsi-opsi permulihan terkail likuiditas, seperti pengajuan pinjaman. dan
opsl-apsi lainnya.

iil. Opsi-opsi pemulihan terkait rentabilitas seperti peningkatan aktivitas
penagihan plutang, penjualan aset tetap, dan opsi-opsi lainnya.

.  Opsi-opsi pemulihan terkait kualitas aset seperti restrukturisasi kredit dan
opsi-ops! lalnnya.

E. PROSES MANAIEMEN RISIKD

Pelaksanaan proses manajemen risiko, yang mencakup identifikasi, pengukuran, perlakuan,
pencatatan, pemantauan, evaluas, dan pelaporan Ristko dilakukan berdasarkan praktik terbaik,
sepert IS0 31000, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a, sistem informasi Manajemen Risiko yang tepat waktu; dan
b. laporan yang akurat dan informatif mengenal kendisi keuangan, kinera aktivitas
fungsional, dan eksposur Risiko (risk exposure);

Dalam rangka melaksanakan proses jdentifikasi Risiko, dilakukan analisis paling sedikit terhadap:

a. karakteristik Risiko yang melekat pada Perusahaan; dan
b. Risiko dari kegiatan usaha Perusahaan,

Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, dilakukan:

a. evaluasi secara berkala terhadap kesesualan asumsi, sumber data, dan prosedur yang
digunakan untuk mengukur Risiko;

b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan
kegiatan usaha dan faktor Risiko yang bersifat material; dan

£  penyesuaian terhadap pengukuran Risiko Agregasi kepada Kementerian BUMN.

Dalam rangka melaksanakan perlakuan Risiko, dilakukan:

a. menyusun metode perlakuan Risiko atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan
usaha Perusahaan; dan

b. memperlakukan Risiko sesuai dengan eksposur Risiko (risk exposure} maupun tingkat
Risiko yang diambil sesuai selera Risiko (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance),

-
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PERENCANAAN MANAIEMEN RISIKO

Direksi menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan RKAP
yang dituangkan dalam bab tersendir, yvang memuat;

a. strategi Risiko;

b. profil Risiko;

€. peta Risikp;

d. target perhitungan Rislko inheren dan Risika residual yang disusun dalam format

triwulanan dan tahunan; dan
e, rencana pelaksanaan perlakuan Risike dan anggaran biaya.

PELAPORAN MANAJEMEN RISIKD

Direksi menyusun dan menyampaikan laperan Manajemen Risiko yang disampaikan secars
triwulanan dan tahunan, yang terdiri dari:

a. laporan penerapan Manajemen Risiko, yang memuat:

i, laporan pemantauan risiko, yang berisi:
a) stratagl Risiko:
o) profil Risiko;
t] peta Risiko;
d) realisasi perhitungan Rislko inheren dan Risiko residual vang disusun dalam
format triwulanan dan tahunan;
e} realisasi palakeanasn perlakuan Rislko dan bizya;
f) Ikhtisar perubahan Risiko; dan
g) catatan kejadian kerugian {loss event database).
il. laporan Manajemen Risiko insidental apabila terdapat kondisi tidak normal yang
dapat mengakibatkan kerugian luar biasa atau terhentinya proses bisnis
perusahaan.

b, laporan Audit Intern, yang berisl;

. laporan Audit Intern, paling sedikit memuat:
a) laporan pelaksanaan dan polok hasil Audit Intern:
b} laporan tindak lanjut auditor internal, Auditor Ekstsrnal dan otoritas pengawas
lainnya; dan
c) laporan khusus mengenai setiap temuan Audit intern yang diperkirskan dapat
membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan,
Il. laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen (quality assurance review)
setiap 2 (tiga) tahun cakall: dan
iil. laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala 5P, jika ada.
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H. PENILAIAN INDEKS KEMATANGAN MANAJIEMEN RISIKD
Perusahaan melakukan penilaian Indeks kematangan Risiko (risk maturity index) melalul:

a. peniiaian independen yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan
tahun pertama pemberiakuan dilakukan cleh penilai independen; dan/atau
b. penilaian internal dilakukan setiap tahun.

Dimensi penilaian indeks kematangan Risiko (risk maturity index) terdiri dari;

a. budaya dan kapabilitas Risiko;
organisasi dan tata kelola Rislko;
kerangka Risiko dan kepatuhan;
proses dan kontrol Risiko; dan
madel, data, dan teknologi Risiko,

g an g

Tingkatan hasil indeks kematangan Risiko [risk maturity index) terdiri dari:

a. fase awal (initial phase);

b. fase berkembang [emerging phase):

¢. fase praktik yang baik (good practice phase);

d. fase praktik yang lebih baik (strong practice phase); dan
fase praktik terbaik (best practice phase).

I. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

Untuk melaksanakan Tata Kelola Manajemen Risiko ini, Direksi danfatsu Dewan Komisaris
Perusahaan menyusun pedoman, strukiur organisasl dan fungsi serta organ pengelola Risiko.
sesuai dengan karakteristik perusahaan dan batas kewenangannya, yang meliputi:

Board Manual, yang mencakup piagam Dewan Komisaris dan Plagam Direksl;
Pedoman Manajemen Risiko;

Pedoman Audit Intern;

Pedoman lainnya yang diperlukan,

= L
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TATA KELOLA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

A, PENDAHULUAN

Tingkat kesehatan Perusahaan dinilai menggunakan Peringkat (rating] yang didasarkan pada
Pemeringlatan yang tesdin atoe:

al
b.

Peringkat Berdiri Sendiri (Stand Alone Rating); dan
Perinalat Akhir [final rating].

Penilalan Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan oleh:

=

P oo

Perusahaan Pemeringhat nasional;

Perusahaan Pemeringkat internasional: atau

Perusahaan Pemeringkat nasional vang terafillasi dengan Parucahazn Pemearingkat
internasional.

B. KRITERIA PERUSAHAAN PEMERINGKAT

Perusahaan Pemeringkat harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

d.

telah menjalankan kegiatan operasional paling sedikit selama 20 (dua puluh) tahun;
telah melakukan Pemeringkatan paling sedikit terhadap 500 (lima ratus) perusahaan;
memiliki pengalaman melakukan sovereign credit rating terhadap Indonesia paling
sedikit dalam 5 tahun terakhir;

memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan Pemeringkatan secara independen,
bebas darl pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat,
abjektif, dan dapat dipertanggungjawabkan;

memiliki pedaman sistem pengendalian mutu;

memiliki metodologi Pemeringkatan vang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis,
dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat
iransparan;

g memiliki portal (website) yang mudah untuk diakses oleh publik yang memuat seluruh
informasi yang harus diungkapkan atau dipublikasikan; dan
n. Untuk Perusahaan Pemeringkst nasional yeng tersfiliasi dengan Perusahaan

Perneringkat internasional dapat menggunakan kualifikasi induk perusahaan
Internasianal.

Dewan Komiisaris berdasarkan evaluasi komita audit menunjuk Perusahaan Pemeringkat untuk
mefakukan Penilaian Tingkat Kesehatan perusahaan. Daiam hai diperiukan, Dewan Komisaris
dapat meminta bantuan Direksi untuk melakukan proses pengadaan Perusahaan Pemeringkat
berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlalu di masing masing

Perusahaan.

M TATA

LSAHAAN |

LI-RUIG-002

Silarang Menyalin/Menyebarluaskan Tanpa lzin PT Reska Multi Usaha




Linit:
PEDOMAN Quality Assurance
Kﬂ- Mo, Dokiimen: Wamor fevlsi
1!{”_ X TATA KELOLA PERUSAHAAN DRULRLIG0D2 | @
g sl Tanggal Terslt; Halantan:
12 Desernbar 2023 6076

C

PELAKSANAAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Pemeringkatan yang dilakukan untuk Penilaian Tingkat Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam 1 {satu) tahun berdasarkan kinerja laporan keuangan audit konsolidasi tahun buku yang
bersangkutan.

PELAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Direksi Perusahaan menyampaikan laporan tingkat kesehatan kepada Perusahaan Induk atau
Menterl Perusahaan melalul dukungan teknelogt infarmasi sesual kebijakan yang ditetapkan
Kementerian BUMN paling lambat pada bulan Mei tahun berjalan. Laporan tingkat kesehatan
merupalkan laporan Peringkat Korporasi yang meliputi Peringlat Berdiri Sendiri (stand zlone
rating) dan Peringkat Akhir (final rating), yang merupakan baglan darl laporan tahunan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dapat mempublikasikan hasil
Penilalan Tingkat Kesehatan perusahaan dalam surat kabar stau website masing-masing
Perusahaan,

Laporan Peringkat Berdirl Sendiri (stand alone roting) digunakan untuk kepentingan analisls
kinerja dan pembinaan Perusahaan, sedangkan Laporan Peringkat Akhir (fimal rating)
digunakan untuk Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan. Laporan Peringkat Akhir (final
rating) menjadi bahan pertimbangan bagi RUPS dalam menetapkan penghasilan Direksi dan
Dewan Komisaris. Peringkat (rating) yang digunakan pada Peraturan Menteri ini terbatas untuk
kepentingan Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan,

TATA KELOLA PERLISAHAAN (D-RUI-BLIQ-00Z) W
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TATA KELOLA PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN

A. PENDAHULUAN

Dokumentasi perencanaan strategis Perusahaan terdiri dari;

a. RIF, yang memuat rencana strategis yang mencakup rumusan mengenal tujuan dan
sasaran yang akan dicapai oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,

b. RKAP, yang memuat rencana tahunan yang menjabarkan RIP ke dalam target
pendapatan dan anggaran masing-masing Perusahaan setiap tahun;

c. Kontrak Manajemen Tahunan, yang memuat komitmen Direksl yang berisi target
pencapaian KP| Direksl yang ditetapkan nleh RUPS dalam satu tahun: dan

d. Rencana Strategis Teknologi Informasi, yang disusun sesuai periode RIP dan
diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari RKAPR.

Direksi menyusun dan melaksanakan RIP dan RKAP untuk mencapal sasaran yang diténtukan
datam Peta falan Perusahaan dan peningkatan efisiens dan produktivitas Perusatiaan, Dewan
Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RIP dan REAP.

B. RENCANA JANGKA PANJANG [RIP)

Direksi menyusun RIP dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan lingkungan, sosial,
dan Tatz Kelols Perusshaan yang Baik. Proses penyusunan RIP dimulai dari Pekeria dengan
mempertimbangkan Peta Jalan Perusahaan yang dikomunikasikan kepada Organ Perusahaan
(bottom-up cpproach),

RIP akan paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan, memuat penislasan dan rincien tentang:

i, latar belakang dan sefarah perusahaan;

i  visi dan misi perusahaan, yang memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan strategis
yang akan dicapai oleh Perusahaan yang berlandaskan pada tujuan penciptaan
nilai tambah ekanom| dan sosial yang berkesinambungan bagi Indonesia dan
terhubung dengan Peta lzlan Peruszhaan;

Hi.  twjuan strategis perusahaan; dan

v, arzh pengembangan perusahaan, yang memuat memuat penjelasan dan rincian
tentang kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber

pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan,dan kebijakan pengembangan lainnya.

b. evaluasi pelaksanaan RIP sebelumnya dilakukan dengan membandingkan antara RIP,
RKAP, dan realisasi setiap tahunnya, memuat penjelasan dan rincian tentang:
i pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan penyimpangan yang terjadi;
il. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
H.  kendale yang dihadapl perusshaan dan upaye pemecshan masaleh vang telah
ditakukah:;

PED TATA K B HAAN [D-RUI-RUIG-042
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. posisi Perusahaan pada saat penyusunan RUP, memuat penjelasan dan rinclan tentang:

analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman Hap bidang kegiatan
dan penentuan bobot serta peringkat masing-masing; dan

penentuan posisi perusahaan sesuai dengan metode analisis yang digunakan.
asumsl yang dipakai dalam penyusunan RIE, yang memuat penjelasan dan rincian
tentanp:

faktor internal, yang meliputi analisis kondisi terkini Perusahaan dan informasi
penting mengenal kekuatan dan kelemshan internal Perusahaan yang dapat
mendukung atau menghambat pencapaian kinerja Pérusahaan dalam mencapai
tujuan strategis Perusahaan; dan

faktor eksternal, yang meliputl Informasi penting dan dokumentasi terkait tren
global, nasional beserta arah perkembangan Industri, inovasi teknologl dan model
bisnis serta pargerakan peta kompetisi vang dapat mempangaruhi dan menjadi
kesempatan dan ancaman bagl kemampuan Perusahaan untuk mencapal tujuan
strategis.

d. penetapan tujuan, sasaran, strategl, kebilakan, program kerja RIP, dan inisiatif
strategis, memuat memuat penjelasan dan rincian tentang:

h
lis

.

vl

il
viil,

tujuan yang akan dicapai pada akhir RIP;

sasaran perusahaan meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan perusahaan
serta sasaran bidang/unit keglatan [target) secara kuantitatif dan spesifik setiap
tahunnya; '

strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesual posisi
peruszhaan, strateg! bisnls, dan strategl fungsional Hap bidang/unit kegiatan;
kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan fleksibilitas dan
menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
program keglatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya;
matriks keterkaltan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan
yang menggambarkan arah perkembangan peruszhaan secara rinci;

asumsi penyusunan proyeksi kevangan;

program investasi dan proyeksi sumber dana penggunaan dana investasi setiap
tahun selama 5 (lima) tahun;

garis besar proyeksi angka keuangan [angka panjang yang mengandung proyelksi
rencana investasi modzal, proyeksi hasil kinerja laba rupi keusnean tahunan
Perusahaan, proyeks! laporan posisi keuangan, dan proyeksl arus kas;
penjabaran inisiatif strategis dan matriks keterkaitan antara inisiatif strategis,
sasaran Perusahaan, dan Peta Jalan Perusahaan;

penjabaran aksi korporasi yang harus dilakukan untuk mencapai masing- masing
inistatif strategis; dan

hal lain yang berkaitan dengan keglatan perusahaan. penjabaran strategi Risiko;
dan penugasan pemerintah.

e. Penjabaran strategf Risiko memuat penjelasan dan rincian tentang hal penting dalam
strategi risiko Perusahaan dan batas toleransi risiko dalam mencapal tujuan strategis
Perucahaan.

PEDONMAN TATA KELDLA PERUSAHAAN (D-RUI-RUII-D02) “I"
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f. Penugasan pemerintah memuat penjelasan dan rincian tentang penugacan yang
diberlkan pemerintah kepada Perusahaan jika penugasan tersebut bersifat jangks
panjang.

Rancangan RIP yang telah ditandatangani oleh Direlsi bersama dengan Dewan Kornisaris,
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 90 {sembilan puluh)
hari sebelum berakhirnya masa RIP. Pengesahan RIP ditetapkan paling lambat datam waktu 60
{enam puluh) hari setelah diterimanva RIP secara lengkap. Dalam hal RUPS tidak memberikan
pengesahan dalam waktu jangka wakiu tersebut, maka RIP tersebut dianggap sah untik
dilaksanakan.

Perubahan RIP dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasl terdapat:

a, perubahan mendasar atas kondisi eksternal global, nasional, dan industri serte
perubahan signifikan atas kondisi internal;

b. perubahan kebifakan pengembangan perusahaan; dan/atau

£. penugasan dan/atau kebiiskan nemarintah,

Perubahan kebijakan pengembangan perusahaan dilakukan berdasarkan kajian komprehensif
Direksl yang mengakibatkan perubahan sasaran, tujuan, dan strateg! perusahaan. Perubahan
RIF dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali terdapat penugasan dan/atau
kebijakan pemerintah. Dalam hal terdapat perbedaan antara RIP dengan RKAP tahun berjalan,
maka perubiahan RIP dapat dilakukan setelah pengesahan RKAF tahun berjalan.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
RKAP paling sedikit memuat:

a. rencana kerja perusahaan;
b. angsamn perusahasn yang dirinc stas setiap anpearan program kerja/kegiatan:

C. proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahzannya;

d. program tanggung Jaweb sosial dan lingkungan Parusahaan;
e. Manajemen Risiko;

f. penjabaran rencana strategis T1 Perusahaan; dan

2. hallain yang memerlokan keputusan AUPS

Dalam hal terdapat penugasan khusus pemerintah, program kerja dan anggaran dari
penugasan tersebut harus dicantumkan dalam RKAP yang penyajiannya dipisahkan antarn
RKAP mengenal rencana kerja untuk pencapaian sasaran usaha perusahaan dengan rencana
kerfa untuk melaksanakan penugasan khusus pemerintah,

Rancangan RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris, disampaikan
kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai. RUPS
memberikan pengesahan atas rancangan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh) harl setelah tahun
anggaran berjatan. Dalam hal rancangan RKAP belum disahkan oleh RUPS dalam jangka waktu
torcobot mplor
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a. rancangan RKAP belum dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; atau
b. berlaku RKAP tabun sebelumnya bagi Perusahaan.

RKAP dapat dilakukan perubahan dengan pertimbangan dalam hal terdapat:

a. kondisj internal (meliputi kinerja dari unit bisnis Perusahaan tidak tercapal sehingga
memengaruhl operasional Perusahaan ) dan eksternal (meliputi terjadi perlambatan
ekonomi, profil industri yang menjadl target pasar dari Perusahaan terganggu
sehingga memengaruhi operasional Perusahaan ) yang secara signifikan memengaruhi
operasional Perusahaan;

b. perubahan kebijakan pengembangan perusahaan, yang dilakukan berdasarkan kajian
komgrehensil Direksi vang mengakibatkan perubahan sasaran, tujuan, dan strategi
perusahaan; dan/atau

t. penugasan danfatau kebijakan pemerintah.

Perubahan RKAP dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kecuali terdapat
penugasan danfatau kebljakan pemerintah. Direksi menyampaikan rancangan perubahan
RKAP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk
memperoleh pengesahan atas perubahan RKAP paling lambat pada akhir bulan Jull tahun
berjalan, kecuali terhadap perubahan RKAP akibat penugasan dan/atau kehijakan pemerintah.
RUPS memberikan pengesahan atas perubahan RKAP paling lambat 30 {tiga puluh hari) setelah
rancangan perubahan RKAP diterima secara lengkap. Dalam hal RUPS tidak memberikan
pengesahan dalam jangka waktu tersebut, maka RUPS dianggap menyetujui usul perubzhan
RKAP, sepanjang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Dalam hal tertentu,
kewenangan RUPS, dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Terhadap Perusahaan yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
kewenangan RUPS, dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris.

KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE
INDICATOR)

Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi
secara kolegial dan KPI Direksi secara individual. Selaln ditandatangani oleh Dirsksl, Kentrak
Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegial tersebut ditandatangani
juga oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target kP
Direksi secara individual ditandatangani oleh anggota Direksi dengan direktur utama dan
Komisarls Utama/ketua Dewan Pengawas.

KPI merupakan salah satu alat ukur untuk menilal kinerja perusshaan dan/atau Direksi yang
sefalan dengan target RKAP. KPI bertujuan untuk:

a. memastikan pencapalan sasaran strategis Perusahaan;
b. meningkatkan efektivitas pengendalian Kinerja Perusahaan;

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D-RUI-RUIG-002)
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c. memastikan Perusahaan beroperasi pada koridor risikc yang dapat ditoleransi yang
ditetapkan sebelumnya;

d. mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi Perusahaan;

2. mengakselerasi perturmnbuhan kinerja Perusahaan; dan

f.  menilai kinerja Direksi Perusahaan secara adll.

KPL terdiri dari:

g. KPI Direksi secara kolegial; dan
b. KPI'Direksi secara Individual.

KPI Direksi secara individual merupakan penjabaran KP| Direksi vecara kolegial sesuai dengan
tugas, fungsi, dan tanggung jawah masing-masing anggota Direksi.

Perspektit yang digunakan dalam penyusunan KPI kolegial Direksi mengikuti pilar prioritas
dalam dokumen perencanaan strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Direksi
menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegial kepada RUPS untuk ditetapkan bersamaan
dengan penetapan RKAPR Direksi menjabarkan KPI Direksi secara kolegial menjadi KPI Direks
secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial difaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan
tahunan. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegial dan secara individual direviu oleh
kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

KPI Direksi dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan RUPS, dan dapat dilakukan apabila
terdapat:

a. perubahan RKAP; atau
b. penugasan pemerintah, kebijakan pemerintah, dan/atau penambahan PMN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus wuntuk Perusahaan Terbuka, sebelum mengesahkanr RKAP, Dewsn Komisaris
Perusahaan Terbuka wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara
untuk penetapan KPI Direksi.

RENCANA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMAS!

Rencana Strategis Tl Perusahaan disusun dan ditetapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris
melakukan evaluasi, mengarahkan, dan memantau Rencana Strategis Tl tersebul. Rencana
Strategis Tl disampaikan kepada RUPS dengan mengikuti periode waktu penyampaian RJF.

Rencana Strategis Tl Perusahaan zkan paling sedikit memuat:

a. peran Tl terhadap pengembangan bisnis termasuk transformasi digital;
b. arganisasiTl;
c. rencana pembiayaan TI; dan
d. petajalanTI.
PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (D-RUI-RUIC-002) \l:
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Dalam hal terdapat kondisi yang secars signifikan memengaruhi sasaran dan strategi Tl
Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis Tl yang sedang berjalan,
Perusahaan dapat melakukan perubahan Rencana Strategis TI. Kondisi yang dapat
memengaruhi sasaran dan strategi Tl Perusahaan tersebut antara lain

perubahan RIP, perkembangan T, atau perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan
mengenai penyelenggaraan Tl Perubahan Rencana Strategls T dapat dilakukan 1 {satu) kali, yang

disampaikan kepada RUPS.
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A. TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA [PIVIN)

Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk:

a. memperbalki struktur permaodalan Perusahaan atau Perusahaan Terbatas: dan/atau
b. meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan atau Perusahaan Terbatas. Tambahan

PMN kepada Perusahaan digunakan dalam rangka:

a. melaksanakan penugasan pemerintah kepada Perusahaan;
b. melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan Perusahaan; dan/fatau
c. melakukan pengembangan usaha Perusahaan,

Beberapa ketentuan teknls berikut terkait dengan Tambahan PMN diatur dalam ketentuan
terpisah:

a. Pengusulan Tambahan PMIN

b. Laporan Penggunaan Tambahan PMN

c. Pemantauan Penggunaan Tambahan PMN
d. Perubahan Penggunaan Tambahan PMN

RESTRUKTURISASI

Restrukturisasi Perusahaan dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan yang merupakan
salah satu langkah strategis untuk memperbalki kondis! internal perusahaan guna
memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi sebagal upays
penyehatan Perusahaan dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanganan. Direksi
mengajukan usulan restrukturisasi kepada Menteri/RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Usulan atas restrukturisasi Perusahaandilakukan berdasarkan kajlan atas kondisi Perusahaan
yang meliputi aspek paling sedikit:

a. aspek keuangan;

aspek hukum;

aspek bisnis;

aspek sosial;

aspek organisasi/manajemen;
aspek operasional; dan/fatau
B- aspek sistem dan prosedur,

Aman g

Kajian tersebut di atas memuat perkiraan biaya terhadap tiap-tiap metode restrukturisasi,
Direksi menyusun usulan restruldurisasi yang memuat pilthan metede restruldurisasi vang
akan diusulkan dan rencana aksi restrukturisasi. Usulan restrukturisasi Perusahaan yang telah
memperoleh persetujuan RUPS dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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penggabungah, peleburam, pengambi!alihan, gemisaharn, pembubaran dan Tikuidasi
perusanaan ditaksanakan secuai dengan ketantuan peraturan perundan g-undangarn.

p. PRIVAT ISASL
privatisasl dilakukan dengan cara melakukan penjualan saham:

2 bardasarkan ketentuan Pasal Muodal;
h. secara tangsung kepada investor; dan/atau
c. kepada manajemen [management by out) dan/atau karyawan [employee buy aut)

perusahaan Yang hersangkutan, di mana manajemen di sini merupakan Direksi pada
perusahaan yans wersangkutan.

panjualan saham kepada manajemen sghagaimana tersebut di atas, dilzkukan melalui:

a. penjualan saham negars pada perusahaan; stau
b, penjualan safjam dalam simpanar.

Mekanisme teknis priuaﬁsasl diatur dalam dokumen yang terplsah darl pedoman Umum ini.
E. KERIA SAMA
Kerja Sama dilaksanakan dengan mer perhaﬁkan katentuan sehagal berikut:

2. Lerdasarkan pada asas trapsparansl, kemandirian, skuntabilitas,
penanggungiawaban. kemantaatan, dan kewajaran, serta =esial dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan;
b. untuk jangka waktu fertentu Yang dicantumkan dalam perfaniian dan tidak
ﬁiperkenan'kan melakukan Kerja Sama tanpa batas waltu, kecuali untuk Kerja Sama
datam bentuk perusahzan patungan [int venture companyli
c. mengutamakan sinergl dengan BUMMN, Anak perusahaan BUMN, perusahaan
Teratiliasi BUMN dan/atau LPL, certa peningkatan peran serta usaha nasional rnetalui:
i. penunjukan langsung: kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, perusabiaan
Terafilias! gUMN atau LPL

il. Kerja Sama langstng dechgan membandingkan paling edikit 2 {dua) perusanaan,
Anak perusahaan perusahzan, perusahiaan Terafillasi perusahaan danfatau LPG
atau

ifi, pemberdayaan Wsaha Mikro dan Usahd Kecil.

d, selain Organ Pemsahannfnrgan perum, pihak manapun dilarans jheut camMpUr dalam
proses dan pengambilzn keputusan mengenal Keria Sama epsuat dengan ketentuan
peraturan perundangaund_angan; dan/atau

e, Direksl hertanggungjawab atas pelaksanaan Keria Sama untuk  kepentingan
perusahaan, certa menjamin bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari

pihak lain.
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Kerja Sama dilakukan berdasarkan pada kemanfaatan vang paling optimal bagi Perusahaan,
vang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik dan/atau dinamika industri,
sekioral, dan/stau kebutuhan masing-masing Perusshaan. Kerja Sama yang dilakukan cleh
Perysahaan meliput:

2. Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai rekan Kerja Sama; dan
h. Kerja Sama dimana Perusahaan sebagai pihak yang mencari Mitra.

Kerja 3ama dimana Perusahaan sebagal relan Kerja 5ama dilakukan dengan mengscu pada

ketentuan dari rekan Kerja Sama dengan tetap memperhatikan aspek kemanfaatan dan
keuntungan bagi Perusahaan.

Mekanisme teknis Kerja Sama diatur dalam dokumen yang terpisah dari Pedoman Umum inl.
PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBI)
PBI diselenggarakan dengan tujuan untulk:

a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biays, lokasl, dan

penyadia;

mendukung penciptaan nilal tambah bagi Perusahaan;

meningkatkan efisiensi;

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;

mepingkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;

mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilal untuk uang (value for money)

dengan cara yang fleksibel dan inovatif, namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel

dengan dilandasi ettka PBJ yang bailk;

E- meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;

h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional termasuk Usaha Mikro dan Usaha Kecll;
dan

i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan
Terafiliasi BUMN

e e

Dalam melaksanakan PB4, Perusahaan harus menerapkan prinsip berikut;

a. efisien, berarti PBJ harus diusahakan untuk mendapatksn hasll yang optimal dan
tarbaik dalom waktu yang cepat dengan mengounzkan dana dan kemampuan
seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah,
dengan pengecualian untulk FBJ strategis yang memiliki nilal signifikan dapat dilakukan
pendekatan penghitungan semua biaya (total cost of ownership);

b. efektif, berarti PB) harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan
memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

£. xompetitif, berarti PBJ harus terbuka bagl Penyedia yang memenuhl persyaratan dan
dilakukan melalul persaingan vang sehat di antara Penyedia yang setara dan
memenuhl syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
dan transparan;
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transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenal PBJ, termasuk syarat
teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon
Penyedia, harus terbuka bagi peserta Penyedia yang berminat;

adil dan wajar, berarti dalam pelaksanaan PRI, Perusahaan memberikan perlakuan
yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat;

terbuka, berarti PBJ dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhl syarat; dan
akuntabel, berarti PBJ harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggunglawabkan,
sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan,

Dalam melaksanakan PBJ, Perusahaan menerapkan kebijakan paling sedikit untuk:

a.

meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategl PBJ guna
mengoptimalkan value for money;

menyelaraskan tujuan PBI dengan pencapalan tujuan perusahaan;

melaksanakan PBJ yang transparan, kompelitif, dan akuntabel;

mengutamakan produksi dalam negeri sesual ketentuan pendayagunaan PDN;
memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang PRJ;
memanfaatkan teknologi informasi;

memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan BUMN dan/atau sinergi antar
BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN;
melaksanakan PBJ yang strategls, modern, Inovatif; dan/atau

memperkuat pengukuran kinerja PBJ dan pengelolaan risiko.

Semua pihak yang terlibat dalam PBJ mematuhi etika sebagai berikut:

melaksanakan lugas secara tertib disertal rasa tanggung jawab untuk mencapal
sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBI;

bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut
sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ:

tidak saling mempengaruhl baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai
kesepakatan tertulis dengan pihak yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dengan pihak terkait
baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat;

menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
riegara/perusahaan;

menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
dan

tidak menerima, menawarkan dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabal dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui
atau patut diduga berkaitan dengan PBJ.
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Pengguna mengutamakan penggunaan produkei dalam nageri dan pembardayasn praduk
Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Untuk ity, Pengguna diharuskan untuk:

2.

memenuhi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan; dan

memberikan preferensi harga penggunaan produksi dalam regeri dalam rangka
mendarong pertumbuhan industri dalam negeri dengan tetap memperhatikan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Cara PBJ disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna serta dilaksanakan dengan memperhatikan
praktik yang berlaku umum {best practice). Cara PBI dilakukan antara laln melalui;

d.

tender/seleksl umum, yaitu PBl yang diumumkan secara luas melalul media massa
guna memberi kesempatan seluasnya kepada calon Penyedia yang memenuhi
kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;

tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu PBJ yang ditawarkan kepada pihak terbatas
paling sedikit 2 {dua) penawaran;

penunjukan langsung, yaitu PBJ yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk
salu Penyedia atau penunjukan melalul beauty contest: atau

pengadaan langsung, yaitu PBJ yang dilakukan melalui pembelian terhadap barang
yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga pasar (market price), termasuk
dalam hal ini e-purchasing.

Mekanlsme teknis PBJ diatur dalam dokumen yang terpisah dari Pedoman Umum ini.
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BAB IX
TATA KELOLA TEKNDLDGI DAN INFORMASI

Direksi menetapkan dan memastikan penerapan Tata Kelola Teknalogi Infarmasi vang Baik.
Penerapan Tata Kelola Tl yang Baik paling sedikit mencakup:

prinsip manajemen,
prinsip data dan informasi;
prinsip teknologi; dan
prinslp keamanan TI.

Untuk dapat menerapkan Tata Kelola Tl yang balk tersebut, Direksi mengkoardinasikan
penyusunan dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Ti, yang disusun dengan memperhatikan
aspek keselarasan strategi, nilal tambah penerapan Tl, Manﬁ]emen Risike, manajemen sumber
daya, dan pengukuran kinerja. Pedoman Tata Kelola T, yang setidaknya mencakup:

a.

Arsitektur Teknologi Informasi, yang merupakan cetak biru atas sumber daya TI
Perusahaan yang terorganisasi dan terintegrasi untuk mencapal dan mendukung
tujuan bisnis Perusahaan, yang disusun sesuai dengan praktik terbaik seperti TOGAF,
Z,ad'rrnan, dan lain sebainya, serta setidaknya mencakup arsitektur proses bisnis,
arsitektur data dan infarmasi, dan arsitektur teknologi.
Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Pengarah Teknologl Informasi yang
paling sedikit beranggolakan direktur yang membidangi Th; dan direktur yang
membidangi Manajemen Risiko, dan mempunyai tugas sebapgai berikut:
i, memastikan keselarasan Rencana Strategis TI dengan RIP:
ii. memastikan implementasi Rencana Strategis Tl yang dituangkan dalam RKAP;
dan
iii. mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau Implementasi penyelenggaraan TI.
Metodologi pengembangan Layanan Teknologi Informasi sesual peraturan
perundangan yang berlaku dan praktik terbaik, seperti COBIT, 150 20000-1, ITIL, dan
sebagainya.
Metodologi untuk menjaga keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi.
Metodologi untuk menjaga ketahanan dan Keamanan Siber sesual dengan prinsip
utama keamanan informasi, yang meliputi kerahasiaan (confidentiality), keutuhan
(integrity), dan ketersedizan (availability), mengacu ke ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenal keamanan siber dan praktik terbaik
seperti IS0 27001, NIST Cyber Security Framework, dan lain sebagainya.
Metodologi pengelolaan Data memperhatikan paling sedikit aspek kepemilikan dan
kepengurusan data, kualitas data, sistern pengelolaan data, dan sumber daya
pendukung pengeloiaan data, yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan praktik terbaik seperti DMBook, COBIT, CMMI for Data
Management, dan lain sebagainya.
Mekanisme pelaporan Penyelenggaraan Teknoleogi Informasl, vang setidaknya
mencakup aspek tindak lanjut hasil audit danfatau penilaian atas penyelenggaraan Ti,
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hasll evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategls T1, dan hasil evaluasi atas efektivitas

penyelenggaraan T1.

Pemastian terhadap kepatuhan penyelenggaraan layanan Tl terhadap persyaratan dan

peraturan perundang-undangan vang belaku,

Metolologi penyusunan rencana strategis Ti, yang setidaknya memuat peran Tl
terhadap pengembangan bisnis termasuk transformas] digital, organisasi T, rencana

pembiayaan TI, dan peta jalan TI.

Pedomian Tata Kelola Tl tersebut dievaluasi dan dilakukan penyesuatan secara berkala.
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BAB X
TATA KELOLA PERILAKU

Perusahaan menyusun Pedoman Perilaku yang ditandatangani oieh Direksl dan Dewan Komisaris;

Pedoman Perilaku mengandung muatan sebagai berikut:

©mNA s W

pernyataan kamitmen Direksi dan Dewan Komisaris;

nilai-nilal Perusahaan (values);

benturzn kepentingan;

pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan pemberian donasi;
kepedulian tehadap kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan;
kesempatan yang sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan promosi;

integritas laporan keuangan;

perlindungan informas! Perusahaan dan aktiva tidak berwujud (intangible asset],
infarmas! orang dalam;

10, perlindungan harta Perusahaan;
11. kegiatan sosial dan politik; dan
12. etika yang terkait dengan Stakeholders.

Pedoman Perilaku ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.

Insan KAl Services wajib menandatangani komitmen utuk mematuhi Pedoman Perilaku; dan

Pedoman Perilaku menjadi materi dalam proses pengenalan (induction) bagl Pekeria baru.

BAB XI
TATA MELOLA PENGENDALIAN GRATIFIKAS! DAN ANTI PENYUAPAN

A. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1L

Perusahaan menyusun kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang
meliputi komitmen Dewan Komisaris dan Dlrekﬁi, ketentuan-ketentuan tentang
gratifiliasi, fungsi yeng ditugaskan mengelola gratifikasi, mel@nisme pelaporan gratifikasi,
pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi;

Perusahaan melakukan komunikasi dan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perusahaan;

Perusehaan melakukan kegialan diseminasi tenlang pengendalian gratifikasi kepada
Stakeholders Peruszhaan;

Parusazhaan mendistribusikan ketentuan dan perangkat Pengendzlian Gratifikasi di
lingkungan Perusahaan;

Perusahaan melakukan kegiatan pengelolzan pengendaliangratifikasi yang sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

Perusahaan menyediakan sarana dan media untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan
Peruszhaan;
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7. Perusshaan menyusun, meninjau, dan menyempurnakan perangkat pendukung
pengendalian gratifikasi secara berkala; dan

8. Insan KAl Services dilarang menerima gratifikasi dengan alasan apapun, dan wajib
melaporkan segala pemberian gratifikasi kepada Departemen yang mengelola Gratifikasi
di Perusahaan.

B. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN [SMAP)

Perusahaan membangun sistem untuk mencegah, mendeteks] dan menangani penyuzpan
dengan menyusun Sisterm Manajernen Anti Penyuapan; dan

Insan KAl Services dilarang melakukan tindakan penyuapan yaitu menawarkan, menjanjikan,
memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun
(berupa keuangan atau non keuangan), langsung maupun tidak langsung, terlepas lokas], yang
merupakan pelanggaran Peraturan Perundang- undangan, sebagai bujukan atau hadiah untulk
orang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja orang tersebut.
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BAB XIV
PENUTUP

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Carporote Governance) Ini berlaku sefak tanggsl
ditetapkan.

2, Seluruh Organ Perusahaan wajib menaati Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate
Governance) ini,

3. Bagl Organ Perusahaan yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sebagaimana diatur di
dalam Pedoman Parilaku (Code of Conduct).

4. Pedoman Tata Kelola perusahaan akan dilakukan Perubahan sesuai perkembangan bisnis dan
telap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEﬁﬂMAH TATA KELOLA PERUSAHAAN (DR -HU =007 )
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